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ABSTRAK 

 

Badan usaha perseroan terbatas dalam menjalankan kegiatan usahanya 

memerlukan perizinan berusaha. Di Indonesia, sejak Tahun 2018 perizinan 

berusaha telah menerapkan perizinan berusaha secara online yakni Sistem Online 

Single Submission (OSS) yang merupakan aplikasi berbasis web dan merupakan 

lembaga penerbit perizinan berusaha.Dalam proses penerbitan izin di OSS ini, 

data-data terkait perseroan terbatas yang notabene terdapat dalam Sistem AHU 

Online menjadi syarat penting. Dimana, dalam pengisian/pendaftaran pada Sistem 

AHU Online dilakukan oleh Notaris. Keterakitan tersebut menjadi latar belakang 

penelitina ini dilakukan. 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran dan tanggung jawab notaris 

dalam perzinan berusaha OSS terhadap badan usaha perseroan terbatas (PT) dan 

untuk mengetahui hambatan dan solusi dalam perizinan berusha OSS terhadap PT. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian 

Yuridis Empiris bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan berasal 

dari data primer berupa hasil wawancara dan data sekunder yang meliputi bahan 

hukum   primer dan bahan   hukum   sekunder.   Teknik pengumpulan   data   

dilakukan   dengan   metode   penelitian   kepustakaan   (library research) dan 

wawancara. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menarik kesimpulan 

secara deduktif. 

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam perizinan berusaha OSS 

notaris berperan sebagai ppejabat umum pembuat akta otentik dan pejabat yang 

berperan dalam pendafataran pengisian data AHU Online Perseroan terbatas. 

Dimana, dalam menjalankan perannya, ada resiko melakukan kesalahan yang 

mengakibatkan ketidaksesuaian aturan sehingga akta notaris menjadi akta dibawah 

tangan dan resiko kesalahan dalam pengisian data AHU yang membuat kegagalan 

dalam penarikan data AHU pada saat pengajuan permohonan di sistem OSS. 

Tanggung jawab notaris atas keslahn pembuatan akta yang kurang memeprhatikan 

kaidah-kaidah dalam pembuatannya serta kesalahan pada pengisian data AHU 

merupakan tanggung jawab moril dimana notaris perlu bertanggung jawab atas 

tindakannya secara moril dengan melakukan pembenahan sesuai prosedur dan 

tanggung jawab materil dimana notaris menangung beban biaya yang ditimbulkan 

akibat kesalahan yang terjadi.Untuk hembatan perseroan terbatas dalam 

melakukan  permohonan pada sistem OSS adalah ketika terjadi ketidak sesuaian 

data antara data yang ada pada sistem OSS dengan data yang ada di AHU sehingga 

terjadi kegagalan dalam penarikan data. Selain itu, hambatn juga bisa terjadi karena 

kesalahan atau ketidaksesuaian data dukcapil dataupun data pada DJP Online. 

Sehingga solusi untuk hambatan-hambatan tersebut adalah dengan melakukan 

perbaikan data pada sistem yang tidak sesuai, apakah data AHU, data Dukcapil, 

atau data DJP Online.  
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ABSTRACT 

A limited liability company in carrying out its business activities requires a business 

license. In Indonesia, since 2018 business licenses have implemented online 

business licensing, namely the Online Single Submission System (OSS), which is 

a web-based application and is a business licensing issuing agency. contained in the 

AHU Online System is an important requirement. Where, the filling/registration on 

the AHU Online System is carried out by a Notary. This relationship is the 

background of this research. 

The purpose of this study is to determine the role and responsibilities of a notary in 

OSS business licensing for a limited liability company (PT) and to find out the 

obstacles and solutions in OSS business licensing to PT. The type of research used 

in this research is a descriptive-analytic juridical type of research. Sources of data 

used are primary data in the form of interviews and secondary data which includes 

primary legal materials and secondary legal materials. Data collection techniques 

were carried out using library research and interviews. Data analysis was carried 

out qualitatively by drawing deductive conclusions. 

The results of this study indicate that in business licensing, the notary OSS acts as 

a general official for making authentic deeds and officials who play a role in 

registering the AHU Online data entry of limited liability companies. Where, in 

carrying out its role, there is a risk of making mistakes that result in non-compliance 

with the rules so that the notarial deed becomes a deed under the hand and the risk 

of errors in filling out AHU data which causes failure in withdrawing AHU data at 

the time of submitting an application in the OSS system. The notary's responsibility 

for errors in making the deed that does not pay attention to the rules in its 

manufacture and errors in filling out AHU data is a moral responsibility where the 

notary needs to be responsible for his actions morally by making improvements 

according to procedures and material responsibility where the notary bears the costs 

incurred due to errors that occur. The obstacle for limited liability companies in 

applying for the OSS system is when there is a data discrepancy between the data 

in the OSS system and the data in the AHU so that there is a failure in data retrieval. 

In addition, obstacles can also occur due to errors or discrepancies in the Dukcapil 

data and data on DGT Online. So the solution to these obstacles is to correct the 

data on the system that is not suitable, whether it is AHU data, Dukcapil data, or 

DGT Online data. 
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BAB I   

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam 

memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan 

perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Jaminan 

perlindungan dan jaminan tercapainya kepastian hukum terhadap 

pelaksanaan tugas notaris telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 

2014 tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang 

Jabatan Notaris (UUJN). Namun, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang 

tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan 

masyarakat, sehingga perlu dilakukan perubahan, yang juga dimaksudkan 

untuk lebih menegaskan dan memantapkan tugas, fungsi, dan tanggung jawab 

notaris sebagai pejabat yang menjalankan pelayanan publik, sekaligus 

sinkronisasi dengan undang-undang lain.1 

Fungsi profesi notaris sebagai pejabat umum sangat dibutuhkan 

keberadaannya sebagai tempat bagi masyarakat guna memperoleh nasihat 

serta segala sesuai yang ditulis dan ditetapkan oleh notaris (konstatir) adalah 

benar serta dapat dikatakan bahwa seorang notaris merupakan pembuat 

dokumen terkuat dan memiliki sifat pembuktian yang sempurna dalam suatu 

proses penegakan hukum.  

1 Erina Permatasari, Peran dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pelaksanaan 

Pendaftaran Badan Hukum Perseroan Terbatas Melalui Sistem Online, Jurnal Akta, Vol. 4 

No. 3 September 2017, hlm 401 
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          Perkembangan era globalisasi menerjang semua negara, dan 

perkembangan ini menuntut agar para notaris senantiasa up to date dalam 

perkembangan tentang media teknologi yang terbaru dikaitkan dengan 

keperdataan. Perkembangan era globalisasi dalam hal krisis keuangan global 

merupakan topik isu utama di seluruh belahan dunia yang terjadi sejak tahun 

2017, dan hal ini terjadi hingga sampai saat ini, dan notaris dituntut untuk 

menghadapi tantangan perkembangan era globalisasi tersebut. 2 

Notaris dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya didasari oleh 

UUJN. Ketentuan peraturan jabatan notaris maupun UUJN tersebut intinya 

menyatakan bahwa tugas utama seorang notaris yaitu membuat akta-akta 

autentik. Pasal 1868 dijelaskan suatu akta autentik adalah suatu akta yang di 

dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau di 

hadapan pegawai-pegawai umum sang berkuasa untuk itu di tempat di mana 

akta dibuatnya. Akta notaris berperan penting dalam menciptakan kepastian 

hukum, karena sifat autentiknya dan dapat digunakan sebagai alat 

pembuktian yang kekuatan pembuktiannya lahiriah dan penuh bila terjadi 

masalah yang berhubungan dengan akta tersebut di kemudian hari. 

Modern ini kebutuhan terhadap akta autentik sebagai pembuktian 

semakin meningkat seiring dengan meningkatkanya hubungan bisnis di 

berbagai bidang usaha baik dari skala lokal hingga internasional.3 

 

2 Aris Yulia, Profesi Notaris di Era Industrialisasi dalam Perspektif 

Transendensi Pancasila, Jurnal Law and Justice, Vol. 4 No. 1 April (2019), hlm 57 
3 Sjaifurahman & Habib Adjie, Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam 

Pembuatan Akta, Mandar Maju, Bandung, 2016, hlm. 7-8 
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Notaris selaku pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta 

autentik melalu UUJN, peran notaris sangat penting dalam mengawal dan 

memastikan berjalannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2017 tentang 

Penanaman Modal (UU Penanaman Modal), Undang-Undang Nomor 40 

Tahun 2017 tentang Perseroan Terbatas (UU Perseroan Terbatas), Perpres 

Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan 

Bidang Usaha yang Terbuka dan peraturan pelaksana lainnya agar sesuai 

dengan apa yang diinginkan pemerintah dalam memberikan hak penanam 

modal yaitu kepastian hukum berupa akta autentik dari notaris yang diatur 

didalam Pasal 14 huruf a UU Penanaman Modal.4 

Seiring dengan perkembangan zaman yang berbasis digital, perizinan 

juga mengalami evolusi yang revolusioner dengan diadakannya sistem 

perizinan elektronik untuk memudahkan pengurusan perizinan. Hal ini 

diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat pelaku usaha 

agar lebih antusias dalam mengurus perizinan, sehingga dengan semakin 

banyaknya masyarakat pelaku usaha yang mengurus izin, maka akan semakin 

mudah juga upaya pengawasan pemerintah agar suatu kegiatan usaha tidak 

menimbulkan efek negatif bagi masyarakat dan lingkungan hidup. Untuk itu 

pemerintah menerbitkan sistem pendaftaran perizinan berbasis elektronik 

yang disebut dengan Online Single Submission (OSS). 

 

 
4 Yusrizal, Peran Notaris dalam Mendorong Terciptanya Kepastian Hukum Bagi 

Investor dalam Investasi Asing, Lex Renaissance, No. 2 VOL. 3 JULI 2018, hlm 362 
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Perizinan merupakan instrumen kebijakan pemerintah/Pemerintah 

Daerah (Pemda) untuk melakukan pengendalian atas eksternalitas negatif 

yang mungkin ditimbulkan oleh aktivitas sosial maupun ekonomi. Izin juga 

merupakan instrumen untuk perlindungan hukum atas kepemilikan atau 

penyelenggaraan kegiatan. Sebagai instrumen pengendalian perizinan 

memerlukan rasionalitas yang jelas dan tertuang dalam bentuk kebijakan 

pemerintah sebagai sebuah acuan. Tanpa rasionalitas dan desain kebijakan 

yang jelas, perizinan akan kehilangan maknanya sebagai instrumen untuk 

membela kepentingan koperasi atas tindakan yang berdasarkan atas tindakan 

individu.5 

Izin adalah instrumen yuridis yang berdasarkan pada peraturan 

perundang- undangan, prosedur, dan persyaratan tertentu yang digunakan 

oleh pemerintah untuk mempengaruhi para warga agar mau mengikuti cara 

yang dianjurkan guna mencapai suatu tujuan konkret. Pada dasarnya izin 

merupakan keputusan pejabat atau badan tata usaha negara yang berwenang.6 

Kepastian hukum adalah merupakan salah satu tujuan utama di dalam 

konsep negara hukum selain adanya tujuan lain yaitu untuk terciptanya 

ketertiban hukum maupun ketertiban masyarakat.7 Negara Indonesia adalah 

negara hukum sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 1 ayat (3)  

 

5 Adrian Sutedi, Hukum Perizinan: Dalam Sektor Pelayanan Publik. Sinar Grafika. 

Jakarta, 2017, hlm v               
6 Ibid, hlm 173  
7 Taher Azhari. Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya. Dilihat 

dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini. 

Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2017, hlm 88 
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Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) 

artinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia harus 

didasarkan kepada hukum, bukan kepada kekuasaan.  

Kepastian hukum dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada 

masyarakat dalam mempertahankan hak-haknya. Hak-hak dimaksud adalah 

hak-hak yang sempurna yaitu hak-hak yang cakupannya jelas, tetap dan 

tertentu, yang ditandai dengan pemenuhan kewajiban yang sempurna. 8 

Mendirikan suatu perusahaan, pelaku usaha harus membuat akta 

pendirian terlebih dahulu kepada notaris. Berdasarkan Pasal 1 angka (7) 

UUJN bahwa, akta notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau 

dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang di tetapkan dalam 

Undang-Undang ini.  

      Akta autentik menjadi bukti dari setiap sahnya perjanjian maupun 

tindakan hukum yang tercantum didalamnya menjadikan produk hukum 

notaris tersebut harus mengikuti tata cara pembuatannya sebagaimana telah 

diatur dalam peraturan perundang- undangan yang artinya apa yang 

tercantum dalam akta tersebut harus dianggap benar adanya, sampai ada 

pihak yaitu biasanya pihak lawan harus dapat membuktikan bahwa apa yang 

tercantum dalam akta tersebut tidak benar. Salah satu syarat sahnya perjanjian 

yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(KUHPerdata), yaitu kecakapan para pihak dalam membuat suatu perjanjian.  

8Darji Darmodiharjo,. et.al. Pokok-pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum 
Indonesia), Gramedia Pustaka Utama Jakarta 2016, hlm 184 

9 Ida Ayu Putru, et.al, Pengesahan Akta Notaris Bagi Penghadap Yang Mengalami Cacat 
Fisik, Jurnal Hukum, Universitas Udayana, Bali, Vol. 1 No. 1 tahun 2016, hlm. 27 
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Peran notaris sangat penting bagi kehidupan masyarakat, hal ini 

dikarenakan banyaknya masyarakat yang membutuhkan peran notaris demi 

kepentingan melakukan transaksi dalam dunia bisnis. Diantaranya yang 

berkaitan dengan ketentuan-ketentuan yang mewajibkan dibuatnya akta oleh 

notaris, dan jika hal ini dilakukan tanpa adanya akta yang dibuat oleh notaris, 

maka dengan demikian transaksi itu dianggap tidak memiliki kekuatan 

hukum. Hal tersebut menunjukkan adanya suatu hubungan yang besar antara 

notaris dalam hal keperdataaan maupun hubungan ekonomi didalam 

kehidupan masyarakat. Hubungan keperdataan dari sebuah transaksi yang 

melibatkan notaris ini memiliki nilai kemanfaatan yang besar dengan 

ditentukan dalam peran notaris tersebut. seperti data berupa dokumen yang 

berbentuk elektronik seperti e-commerce yang membutuhkan peran 

keterlibatan bagi para pemegang kepentingan yang terkait, yaitu diantaranya 

negara, notaris dan masyarakat itu sendiri. 

Notaris dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya didasari oleh 

UUJN tersebut intinya menyatakan bahwa tugas utama seorang notaris adalah 

membuat akta-akta autentik. Pasal 1868 KUHPerdata menjelaskan suatu akta 

autentik adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh 

undang-undang dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum sang 

berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya. Akta notaris berperan 

penting dalam menciptakan kepastian hukum karena sifat autentiknya dan 

dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang kekuatan pembuktiannya 

lahiriah dan penuh bila terjadi masalah yang berhubungan dengan akta 
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tersebut di kemudian hari. Modern ini kebutuhan terhadap akta autentik 

sebagai pembuktian semakin meningkat seiring dengan meningkatkanya 

hubungan bisnis di berbagai bidang usaha baik dari skala lokal hingga 

internasional.10 Notaris pun dituntut untuk bisa menggunakan konsep cyber 

notary agar tercipta suatu pelayanan jasa yang cepat, tepat dan efisien, 

sehingga mampu mempercepat laju pertumbuhan ekonomi.11 Salah satu 

bentuk pelayanan jasa yang diberikan oleh penghadap sebagai bentuk 

kepercayaan terhadap notaris adalah diberikannya kuasa untuk pengurusan 

perizinan perusahaan melalui perizinan OSS. Dari segi aspek regulasi, 

perizinan berusaha ini sudah berubah sebanyak 2 (dua) kali, dimana yang 

pertama di atur dengan Perauran pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 yang 

kemudian tergantikan dengan Undang-undang No. 11 tahun 2020.  

     Selanjutnya dari aspek proses bisnis juga berubah dari yang proses bisnis 

yang masih berkelumit karena panjangnya meja birokrasi menjadi lebih 

singkat dengan proses bisnis di era perizinan berusaha terintegrasi. Dari segi 

aspek layanan juga lebih mudha, dari sebelumnya harus offline dimana para 

pelaku usaha melakukan pengurusan izin harus datang ke inatansi terkait 

menjadi lebih mudah melalui aplikasi berbasis web yakni online single 

submission (OSS).  

 

 

 
10 Sjaifurahman & Habib Adjie, Op.Cit, hlm. 7-8. 
11 R.A. Emma Nurita, Cyber Notary, Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran, 

Refika Aditama, Bandung, 2019, hlm. 17. 
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Dengan sekelumit perubahan tersebut, notaris memiliki peran penting 

berkaitan perubahan aturan dan prosses bisnis badan hukum. Sebagai pejabat 

umum yang berwenang untuk melakukan proses pembuatan badan usaha mulai 

dari pembuatan akta hingga pencatatn di sistem administrasi hukum umum 

(AHU) kementerian hukum dan ham republik Indonesia (Kemenkumham RI). 

Proses pencatatan ini menjadi sangat penting karena detail pencatatan 

menentukan dalam proses bisnis di dalam aplikasi berbasis Web Online single 

submission (OSS) itu sendiri.  

    Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penyusun tertarik untuk mengkaji 

dan menganalisis  lebih lanjut mengenai “Peran Dan Tanggung Jawab 

Notaris dalam Perizinan Online Berbasis Online Single Submission (Oss) 

Terhadap Perseroan Terbatas”. 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan 

pokok- pokok permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana peran dan tanggung jawab notaris dalam perizinan online 

berbasis online single submission (OSS) terhadap perseroan terbatas? 

2. Bagaimana hambatan dan solusi dalam  perizinan  OSS terhadap 

perseroan terbatas? 
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C. TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan dari permasalahan di atas dapat dirumuskan tujuan 

dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui peran dan tanggung jawab notaris dalam perizinan 

o n l i ne  be rba s i s  online single submission (OSS) terhadap badan 

usaha Perseroan Terbatas (PT). 

2. Untuk mengetahui hambatan dan solusi dalam  perizinan  online berbasis 

OSS terhadap perseroan terbatas. 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus pada penelitian tesis 

ini dan tujuan yang ingin dicapai, maka diharapkan penelitian dapat 

memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Manfaat teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan 

pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum 

kenotariatan pada khususnya, yang bertujuan untuk memberikan 

informasi mengenai peran dan tanggung jawab notaris dalam perizinan 

online berbasis online single submission (OSS) terhadap perseroan 

terbatas (PT). 

b. Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan kepustakaan maupun 

referensi bagi penelitian selanjutnya 

2. Secara praktis. 

Hasil penelitian ini diharapkan juga mampu memberikan s umbangan 
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secara praktis, yaitu: 

a. Pemerintah 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran 

dan saran bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya peran dan 

tanggung jawab notaris dalam perizinan online berbasis online single 

submission (OSS) terhadap perseroan terbatas (PT) serta hambatan apa 

saja yang timbul dalam perizinan OSS terhadap PT dan bagaimana 

solusi dalam menghadapi hambatan tersebut. 

b. Praktisi hukum 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan kepada praktisi 

hukum khususnya berkaitan dengan peran dan tanggung jawab notaris 

dalam perizinan online berbasis online single submission (OSS) 

terhadap perseroan terbatas (PT) serta hambatan apa saja yang timbul 

dalam perizinan OSS terhadap PT dan bagaimana solusi dalam 

menghadapi hambatan tersebut. 

c. Masyarakat 

Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

pengetahuan kepada masyarakat agar lebih memahami pentingnya bagi 

mengetahui peran dan tanggung jawab notaris dalam perizinan online 

berbasis online single submission (OSS) terhadap perseroan terbatas 

(PT) serta hambatan apa saja yang timbul dalam perizinan OSS 

terhadap PT dan bagaimana solusi dalam menghadapi hambatan 

tersebut. 
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E. KERANGKA KONSEPTUAL 

Kerangka konseptual dimaksudkan untuk menghindari perbedaan 

pengertian terhadap istilah-istilah yang dipergunakan dalam penelitian 

ini, oleh karena itu disusunlah beberapa definisi operasional dan konsep-

konsep yang akan digunakan sehubungan dengan penelitian ini. 

1. Konsep Notaris 

Menurut Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris, “Notaris adalah Pejabat 

Umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik 

mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan 

oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki 

untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian 

tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse (salinan sah), 

salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh 

suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada 

pejabat atau orang lain.” 

Notaris sebagai Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta 

otentik, Notaris tidak hanya berwenang untuk membuat akta otentik 

(pelaksanaan dari pasal 1868 KUH Perdata) dalam arti menyusun, 

membacakan dan menanda-tangani (verlijden) tetapi berdasarkan 

ketentuan dalam pasal 16 ayat 1 point d UUJN, Notaris wajib 

memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan Undang-undang 

kecuali ada alasan untuk menolaknya. 
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2. Konsep Perizinan Berusaha Online Single Submission (OSS) 

         Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, Perizinan 

Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk 

memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya.  Dalam rentan 

waktu 3 (tiga) tahun terakhir, sejak Bulan Juli 2018 hingga 2021 

perizinan berusaha di Indonesia mengalami perubahan yang sangat 

signifikan.  

         Era baru perizinan berusaha di Indonesia ditandai  dengan lahirnya 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan 

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, perizinan berusaha 

di Indonesia mengalami pergeseran yang cukup signifikan, dimana 

sebelumnya pelaku usaha harus melengkapi persyaratan perizinan 

berusaha terlebih dahulu untuk kemudian mendapatkan izin usaha 

sebagai legalitas dalam menjalankan usahanya. Kemudian pasca PP 

24/2018 terbit, pelaku usaha mendapatkan izin usahanya melalui 

lembaga OSS yang kemudian diikuti dengan pemenuhan komitmen oleh 

pelaku usaha. Pada masa ini, perizinan berusaha masih berbasis izin, 

semua perizinan usaha dikenal dengan sebutan izin usaha, izin 

komersil/izin operasional, izin lokasi, izin lingkungan, dan sebagainya. 

           Selanjutnya, PP No.24 / 2018 dicabut, kemudian digantikan PP 

No.5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis 

Risiko. PP No. 5 tahun 2021 ini, merupakan merupakan aturan turunan 

dari Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta 
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Kerja).  Dalam Undang-undang tersebut mengamanatkan bahwa 

penyelenggaranaan perizinan berusaha berbasis resiko melalui sistem 

online single submission (OSS) yang dikelola dan diselenggarakan oleh 

Lembaga OSS, yakni lembaga pemerintah yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal. Menurut 

Pasal 2 PP No. 05/2021, Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis 

Risiko meliputi : 

a. Pengaturan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 

b. norrna, standar, prosedur, dan kriteria Perizinan 

Berusaha Berbasis Risiko; 

c. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui layanan 

Sistem OSS; 

d. tata cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis 

Risiko; 

e. evaluasi dan reformasi kebijakan Perizinan Berusaha 

Berbasis Risiko;  

f. pendanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 

g. penyelesaian permasalahan dan hambatan Perizinan 

Berusaha Berbasis Risiko; dan 

h. sanksi. 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko bertujuan untuk 

meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, melalui: 
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a. pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha secara lebih efektif dan 

sederhana; dan 

b. Pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan dapat 

dipertanggungiawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, Pelaku Usaha wajib memenuhi 

persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan/atau Perizinan Berusaha Berbasis 

Risiko. (Pasal 4, PP No. 05/2021). 

 

F. KERANGKA TEORI 

1. Teori Tanggung Jawab 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab 

adalah  kewajiban  menanggung  segala  sesuatunya  bila  terjadi  apa-

apa boleh dituntut,dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus 

hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang 

untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.
12   

Menurut hukum Menurut hukum tentang  perbuatannya  yang  

berkaitan  dengan  etika  atau  moral  dalam melakukan suatu 

perbuatan.
 

   

 

12
Andi Hamzah. 2005, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia.
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Setiap tindakan atau perbuatan tidak terlepas dari apa yang 

dinamakan tanggung jawab. Pada dasarnya segala sesuatu yang 

dikerjakan oleh seseorang baik dengan sengaja maupun tidak sengaja, 

pada dasarnya dapat dimintai tanggung jawab dan tanggung gugat, 

terlebih lagi yang berkaitan dengan tugas dan kewajiban dari seorang 

profesi hukum, seperti jabatan notaris merupakan prinsip 

profesionalisme dan sebagai wujud komitmen notaris terhadap 

pelaksanaan tugas dan jabatannya.
 

Teori tanggung jawab hukum  

notaris  berkaitan  dengan  kesalahan  pengisian  data  izin  usaha 

melalui sistem Online Single Submission. 

2. Teori Peran 

Pengertian peran menurut definisi para ahli menyatakan bahwa peran 

adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status. Seseorang 

melaksanakan hak dan kewajiban, berarti telah menjalankan suatu peran. 

Peran lebih menunjukkan pada fungsi penyesuaian diri, dan sebagai 

sebuah proses. Peran yang di miliki oleh seseorang mencakup tiga hal 

antara lain :  

a. Peran meliputi norma - norma yang di hubungkan dengan posisi 

seseorang di dalam masyarakat. 

b. Peran adalah sesuatu yang di lakukan seseorang dalam masyarakat.  

c. Peran juga merupakan perilaku seseorang yang penting bagi struktur 

sosial masyarakat. Menurut Abu Ahmadi ( 1982 ) peran adalah suatu 

kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus 
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bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu berdasarkan status, fungsi 

sosialnya.  

          Menurut Soerjono Soekanto ( 2002:243 ), yaitu peran merupakan 

aspek dinamis kedudukan ( status ), apabila seseorang melaksanakan hak 

dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan 

suatu peranan.  

3. Teori Kewenangan 

          Menurut H.D Stout wewenang adalah yang berasal dari hukum 

organisasi pemerintah, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-

aturan yang   berkenaan   dengan   perolehan   dan   menggunakan   

wewenang- wewenang pemerintahan  oleh subjek  hukum  politik  

didalam  hubungan hukum publik.
13   

 Kewenangan adalah merupakan 

hak menggunakan wewenang yang  dimiliki seorang pejabat atau 

institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan  demikian  kewenangan  

juga menyangkut  kompetisi  tindakan hukum yang dapat dilakukan 

menurut kaedah-kaedah formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 3  
Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta 

2013. Hal 71 

G. METODE PENELITIAN 
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Metode penelitian ini menjelaskan seluruh rangkaian kegiatan yang akan 

dilakukan dalam rangka menjawab pokok permasalahan atau untuk 

membuktikan asumsi yang dikemukakan. Untuk menjawab pokok masalah 

yang penelitian dan membuktikan asumsi harus didukung oleh fakta-fakta 

lapangan dan penelitian.14 

1. Metode Pendekatan 

        Penelitian ini menggunakan Metode Pendekatan Yuridis Empiris 

dalam memecahkan masalah.  Pada metode pendekatan ini, penelitian 

dimulai dengan cara mengumpulkan informasi-informasi data primer 

yang diperoleh secara langsung di lapangan yang ditujukan kepada 

penerapan hukum yang berkaitan dengan peran dan tanggung jawab 

notaris dalam perizinan online berbasis online single submission (OSS) 

terhadap perseroan terbatas (PT) serta hambatan apa saja yang timbul 

dalam perizinan OSS terhadap PT dan bagaimana solusi dalam 

menghadapi hambatan tersebut. 

2. Spesifikasi Penelitian 

Spesifikasi penelitian  ini adalah Yuridis Empiris atau disebut dengan 

penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta 

apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.15  

 

14Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2011), hal. 1.
 

1 5  
Suharsimi Arikunto,2012, Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek,Jakarta, Rineka 

Cipta, Hal. 126 
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Jadi, penelitian ini adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan 

meninjau pemberlakuan fakta lapangan dengan cara mencari fakta-fakta 

yang terjadi dilapangan yang tetunya disertai data untuk kemudian 

menuju pada identifikasi masalah dan penyelesaian masalah. 

 

3. Jenis dan Sumber Data 

          Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah Jenis Data 

Primer dan Jenis Data Sekunder. Data Primer adalah data yang diperoleh 

langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang 

akan dibahas dengan melakukan wawancara terstruktur dengan 

narasumber yang berasal dari stakeholder terkait, antara lain; 

a. Notaris, penyusun memilih Notaris Hardianti Fahli, S.H., M.Kn. 

selaku Notaris di Kota Kendari sebagai narasumber. 

b. DPMPTSP Prov. Sulawesi Tenggara, penyusun memilih instansi ini 

untuk memberikan keterangan terkait penerapan OSS sebagai salah 

satu perpanjagan Lembaga OSS di daerah. 

c. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, penyusun memilih 

instansi ini untuk memberikan keterangan terkait permasalahan di 

bidang sistem pendaftaran perseroan terbatas (PT). 

Selain Data Primer, dalam penelitian ini juga menggunakan data 

sekunder. Data sekunder adalah data yang didapat dengan melakukan 

penelaan kepustakaan yang berasal dari buku-buku, peraturan perundang-

undangan, dan artikel-artikel, berbagai jurnal, dan lain sebagainya. 
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4. Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian, yakni dengan teknik 

wawancara kepada para narasumber yang sudah ditentukan dan dengan 

cara melakukan studi kepustakaan, yakni dengan mengkaji berbagai 

literatur yang berkaitan dengan permaslaah yang ada. 

5. Metode Analisis Data 

Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisa data 

kualitatif. Dimana dalam prosesnya dengan memeriksa, menelitidata 

yang diperoleh untuk menjamin kesesuaian dan keabsahannya, kemudian 

data diolah dan disajikan dengan bentuk narasi maupun table. Analisa 

kualitatif adalah suatu teknik analisa untuk mendapatkan gambaran 

umum dan menyeluruh mengenai suatu keadaan yang sebenarnya melalui 

tahap-tahap pengonsepan (Konseptualisasi), pengkategorian 

(kategorisasi), relasi (menguhubungkan) dan eksplanasi (penjabaran). 

H. SISTEMATIKA PENULISAN 

Sistematika penulisan, antara lain; 

BAB I PENDAHULUAN, berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka 

konseptual dan kerangka teori, metode penelitian, 

dan sistematika penelitian. 

BAB II KAJIAN KEPUSTAAKAN,  berisi tentang tinjauan umum peran dan 

tanggung jawab notaris, tinjauan umum tentang 
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peran dan tanggung jawab notaris dalam proses 

perizinan online berbasis OSS  

BAB III HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN, berisi tentang 

pembahasan terkait peran dna tanggung jawab 

notaris dalam proses perizinan online berbasis 

OSS terhadap PT, serta pembahasan terkait 

hambatan dan solusi dalam praktek perizinan 

online single subismission. 

BAB IV PENUTUP, berisi saran dan simpulan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 
A. Tinjauan Umum Tentang Peran dan Tanggung Jawab Notaris 

Peran  merupakan  aspek  yang  dinamis  dalam  kedudukan  terhadap  

sesuatu apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan 

kedudukannya, makaia menjalankan suatu peran (Soeharto, 2002; 

Soekamto,1984: 237). 

Berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia, Notaris adalah orang 

yang mendapat kuasa dari pemerintah ( dalam hal ini departemen 

kehakiman) untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat 

perjanjian, surat wasiat, akta, dan sebagainya (kbbi.lektur.id, diakses pada 

20 Mei 2022). 

Menurut Undang-undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perubahan 

atsa Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan notaris, yang 

dimaksud “Notaris, adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat 

akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud 

dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. 

Berdasarakan Pasal 15 Undang-undang No. 02 Tahun 2014, notaris 

memiliki kewenangan, antaralain; 

a. Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, 

perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-
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undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk 

dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal 

pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan 

kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga 

ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang 

ditetapkan oleh undang-undang. 

b. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di 

bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;  

c. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku 

khusus;  

d. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang 

memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang 

bersangkutan;  

e. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;  

f. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;  

g. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau  

h. membuat Akta risalah lelang. 

i. Membuat akta mengenai perbuatan hukum yang berhubungan dengan 

hak atas tanah dan hak tanggungan (akta jual beli, akta hibah, akta tukar 

menukar, dan lain-lainnya). 
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Sebagai seseorang yang memiliki peranan penting notaris memiliki kewajiban dan 

tanggung jawab yang juga sudah tertuang dalam undang-undang jabatan notaris, 

antara lain; 

a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga 

kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;  

b. membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai 

bagian dari Protokol Notaris;  

c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta 

Akta;  

d. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan 

Minuta Akta;  

e. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-

Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;  

f. merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala 

keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan 

sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain; 
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B. Tinjauan Umum Tentang Perizinan Online Berbasis Online Single 
Submission 

 

Izin adalah suatu persetujuan yang diberikan oleh penguasa 

berdasarkan pada peraturan perundang-undangan sehingga dalam keadaan 

tertentu dapat menyimpang dari ketentuan dan larangan dalam peraturan 

perundang-undangan yang ada, hal ini dapat diartikan sebagai bentuk dari 

dispensasi atau pembebasan dari suatu larangan.16 

       Perizinan merupakan suatu instrumen kebijakan yang dilakukan oleh 

pemerintah dalam upaya mengatur kegiatan-kegiatan yang memiliki peluang 

menimbulkan gangguan bagi kepentingan umum melalui mekanisme 

perizinan. Oleh karena itu kebijakan perizinan harus didasarkan pada prinsip 

bahwa kegiatan yang berpeluang menimbulkan gangguan pada dasarnya 

dilarang, kecuali memiliki izin terlebih dahulu dari pemerintah atau instansi 

yang berwenang.17 

Perizinan salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat 

pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang 

dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, 

rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan sesuatu 

usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan 

atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan 

atau tindakan.18 

16 Adrian Sutedi, Op.Cit, hlm 167 

17 Enny Nurbaningsih, Analisis dan Evaluasi Hukum Mengenai Mekanisme Perizinan Dalam 

Rangka Mendukung Kemudahan Berinvestasi di Indonesia, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 

2017 , hlm. 31. 
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18 Adrian Sutedi, Op.Cit, hlm 168 

Izin dibuat dengan proses dalam jangka waktu tertentu. Untuk dapat 

diterbitkannya suatu izin diawali dari pengajuan permohonan oleh pihak yang 

memiliki kepentingan, disertai dengan pemenuhan syarat-syarat yang 

ditetapkan dan kemudian diproses dengan mempertimbangkan syarat-syarat 

tersebut hingga kemudian terbitlah izin yang dimohonkan.19
 

Pemberian izin tempat usaha akan menentukan arah dan batas-batas 

dari kegiatan atau usaha yang dilakukan tersebut agar tetap berada pada jalur 

yang telah ditentukan atau diatur oleh peraturan perundangan. Melindungi 

objek izin maksudnya dalam hal pemberian izin tempat usaha telah berarti 

dengan peraturan yang berlaku terhadap jenis usaha yang dilakukan, sebagai 

proteksi akan bahaya yang akan timbul nantinya. Izin tempat usaha memiliki 

kekuatan hukum, sehingga memberikan suatu bentuk perlindungan hukum 

tertentu yang sesuai dengan pengaturannya, artinya bahwa nantinya akan 

memberikan perlindungan terhadap hal yang dianggap merugikan dan 

berakibat langsung pada usaha atau kegiatan yang dilakukan tersebut. 

Perizinan berusaha yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga dan 

pemerintah daerah untuk memulai, melaksanakan, dan mengembangkan 

kegiatan usaha, perlu ditata kembali agar menjadi pendukung dan bukan 

sebaliknya menjadi hambatan perkembangan kegiatan usaha.20 

 

19 Y. Sri Pudyatmoko, Op.Cit, hlm. 8. 
20 Desi Arianing Arrum, Kepastian Hukum Dalam Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 

(Online Single Submission) di Indonesia, Jurist-Diction: Vol. 2 No. 5, Juli 2019, hlm 1635 
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Perizinan mempunyai fungsi mengatur dan menertibkan. Sebagai 

fungsi mengatur yaitu dimaksudkan agar setiap izin tempat-tempat usaha, 

bangunan dan bentuk kegiatan masyarakat lainnya tidak bertentangan satu 

sama lain, sehingga terciptanya ketertiban dalam segi kehiduapan 

bermasyarakat. Sebagai fungsi mengatur, dimaksudkan bahwa perizinan 

yang ada dapat dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya, sehingga tidak 

terdapat penyalahgunaan izin yang telah diberikan, dengan kata lain fungsi 

pengaturan ini dapat disebut juga sebagai fungsi yang dimiliki oleh 

pemerintah.21 

Tujuan dari perizinan dapat dilihat dari dua sisi yaitu: 
 

a. Sisi pemerintah tujuan pemberian izin adalah : 
 

1) Untuk melaksanakan peraturan apakah ketentuan yang termuat 

dalam peraturan tersebut sesuai dengan kenyataan dalam praktiknya 

atau tidak dan sekalipun untuk mengatur ketertiban. 

Sebagai sumber pendapatan daerah. Dengan adanya permintaan 

permohonan izin, maka secara langsung pendapatan pemerintah akan 

bertambah karena setiap izin yang dikeluarkan pemohon harus 

membayar retribusi dahulu. Semakin banyak pula pendapatan di 

bidang retribusi tujuan akhirnya yaitu untuk membiayai 

pembangunan. 

b. Sisi masyarakat, tujuan pemberian izin, dimaksudkan agar 
 

1) Untuk adanya kepastian hukum. 

 
21 Adrian Sutedi, Op.Cit, hlm 173 
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2) Untuk adanya kepastian hak. 
 

3) Untuk mendapatkan fasilitas setelah bangunan yang didirikan 

mempunyai izin. 

 

Unsur-unsur perizinan, antara lain: 

 

a. Instrument yuridis 
 

Dalam negara hukum modern tugas, tanggung jawab pemerintah 

tidak hanya sekadar menjaga ketertiban dan keamanan (rust en orde), 

tetapi juga mengupayakan kesejahteraan umum (bestuurszorg). 

Tugas dan tanggung jawabn pemerintah untuk menjaga ketertiban dan 

keamanan merupakan tugas klasik yang sampai kini masih tetap 

dipertahankan. Dalam rangka melaksanakan tugas ini kepada 

pemerintah diberikan tanggung jawab dalam bidang pengaturan, yang 

dari fungsi pengaturan ini muncul beberapa instrumen yuridis untuk 

menghadapi peristiwa individual dan konkret, yaitu dalam bentuk 

ketetapan. Salah satu wujud dari ketetapan ini adalah izin. 

Berdasarkan jenis-jenis ketetapan, izin termasuk sebagai ketetapan 

yang menimbulkan hak baru yang sebelumnya tidak dimiliki oleh 

seseorang yang namanya tercantum dalam ketetapan itu. Dengan 

demikian, Izin merupakan instrumen yuridis dalam bentuk ketetapan 

yang bersifat konstitutif dan yang digunakan oleh pemerintah untuk 

menghadapi atau menetapkan peristiwa konkret.22 

 

22 Ridwan HR, Op.Cit, hlm 201-202 
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b. Peraturan Perundang-undangan. Salah satu prinsip dalam negara 

hukum adalah welmatigheid van bestuur atau pemerintahan 

berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, 

setiap tindakan hukum pemerintah, baik dalam menjalankan fungsi 

pengaturan maupun fungsi pelayanan, harus didasarkan pada 

tanggung jawab yang diberikan oleh peraturan perundang-

undangan. 23 

c.  Organ pemerintah adalah organ yang menjalankan urusan 

pemerintah baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah. Menurut 

Sjachran Basah, dari penelusuran berbagai ketentuan penyelenggara 

pemerintahan dapat diketahui bahwa mulai dari administrasi negara 

tertinggi (Presiden) sampai dengan administrasi negara terendah 

(lurah) berwenang memberikan izin. Ini berarti terdapat aneka 

ragam administrasi negara (termasuk instansinya) pemberi izin, 

yang didasarkan pada jabatan yang dijabatnya baik di tingkat pusat 

maupun daerah. 

d. Peristiwa konkret. Disebutkan bahwa izin merupakan instrumen 

yuridis yang berbentuk keputusan, yang digunakan oeleh 

pemerintah dalam menghadapi peristiwa konkret dan individual. 

e. Prosedur dan persyaratan. Pada umumnya permohonan izin harus 

menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, 

selaku pemberi izin. Di samping harus menempuh prosedur tertentu,  

 
23 Ibid. 
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pemohon izin juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu 

yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin. 

Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, 

tujuan izin, dan instansi pemberi izin.24 

Namun di sisi lain pengeluaran izin dari organ pemenntah juga ada efek 

samping bagi lingkungan dan pihak lain, hal inilah yang perlu diperhatikan 

melalui kajian-kajian dan pembahasan-pembahasan bersama dengan instansi 

terkait lainnya, agar pemberian izin tersebut benar-benar dapat dimanfaatkan 

dan tidak mengganggu kepentingan orang lain. 

 

2. Bentuk-Bentuk Perizinan 

 

Bentuk-bentuk Perizinan dapat dilihat, seperti di bawah ini: 

 

1) Dispensasi 
 

Dispensasi adalah kekecualian yang sungguh-sungguh, yakni 

merupakan kekecualian atas larangan sebagai aturan umum. Pemberian 

perkenan berhubungan erat dengan keadaan-keadaan khusus peristiwa. 

Dispensasi bertujuan untuk menembus rintangan yang sebetulnya 

secara normal tidak diizinkan, jadi berarti menyisihkan pelarangan 

dalam hal yang khusus (relatie legis). Adapun pemberian dispensasi 

haruslah memenuhi persyaratan tertentu yang diatur didalam peraturan 

yang berlaku dan agar setiap orang dapat melakukan perbuatan hukum 

24 Ibid. 
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yang dapat menerobos dari peraturan yang telah berlaku, namun hal 

tersebut tidak terlepas dari peran yang dimiliki kekuasaan yaitu 

pemerintah untuk memberikan dispensasi yang harus jelas batasnya. 

2) Lisensi 
 

Nama lisensi nampaknya tepat untuk izin dalam menjalankan suatu 

usaha, izin tersebut tidak menjamin bahwa yang memperoleh lisensi 

tidak akan campur tangan dalam perusahaan atau bidang usaha yang 

dilakukan. Meskipun lisensi memberikan suatu keleluasaan terhadap 

usaha tersebut. 

3) Konsensi 
 

Konsensi senantiasa mengenai pekerjaan yang berkaitan dengan 

kepentingan umum harus benar-benar dilaksanakan. Maka dari itu 

pemegang konsensi baik oleh undang-undang maupun dengan cara 

mengadakan persyaratan, pemegang konsensi hampir senantiasa 

diwajibkan untuk melaksanakan pekerjaan yang diizinkan kepadanya 

dalam waktu tertentu dan dapat dilaksanakan dengan 

penyelenggaraan yang teratur. 

4) Rekomendasi 
 

Selain dispensasi, lisensi dan konsensi dalam masalah perizinan juga 

dikenal rekomendasi. Rekomendasi dapat diartikan sebagai 

pertimbangan yang diberikan oleh badan atau pejabat yang 

berwenang untuk digunakan dalam pemberian izin pada suatu bidang 

tertentu. Rekomendasi merupakan instrumen yang cukup penting 
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dalam soal perizinan karena rekomendasi diberikan oleh badan atau 

pejabat yang mempunyai kompetensi atau kapasitas khusus di 

bidang tertentu, bahkan didasarkan pada keahlian 

dalam suatu disiplin tertentu. Penerbitan rekomendasi didahului oleh 

adanya permohonan yang dapat saja ditolak dan pemrosesannya 

dilakukan, seperti layaknya penerbitan suatu izin pula.25 

3. Prosedur dan persyaratan perizinan 
 

Proses dan prosedur perizinan dapat meliputi prosedur pelayanan 

perizinan, proses penyelesaian perizinan yang merupakan proses internal 

yang dilakukan oleh aparat/petugas. Pada umumnya pemohonan izin 

harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, 

selaku pemberi izin. Di samping harus menempuh prosedur tertentu, 

pemohon izin juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu 

yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin. 

Prosedur dan persyaratan perizinan berbeda-beda tergantung jenis izin, 

tujuan izin, dan instansi pemberi izin.26. 

Penentuan prosedur dan persyaratan perizinan ini ditentukan sepihak oleh 

pemerintah. Meskipun demikian, pemerintah tidak boleh menentukan 

syarat yang melampaui batas tujuan yang hendak dicapai oleh peraturan 

hukum yang menjadi dasar perizinan yang bersangkutan.27 

 

25 Y. Sri Pudyatmoko, Perizinan Problem Dan Upaya Pembenahan, Grasindo, 

Jakarta, 2019, hlm 9-10 
26 Adrian Sutedi, Op.Cit, hlm 185 

27 Adrian Sutedi, Op.Cit,hlm187 
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4. Latar Belakang Lahirnya Online Single Submission 
 

Latar belakang lahirnya OSS atau pelayanan perizinan berusaha 

terintegrasi secara elektronik dapat terlihat dalam bagian penjelasan subbab 

umum PP No.24 tahun 2018. Penataan kembali dilakukan pada sistem 

pelayanan, dan regulasi sesuai dengan tuntutan dunia usaha, perkembangan 

teknologi, dan persaingan global. Penataan kembali sistem pelayanan 

dilakukan terutama pada PTSP. Hal ini mengingat berdasarkan Pasal 25 ayat 

(4) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, 

perusahaan penanaman modal yang akan melakukan usaha dan/atau kegiatan 

wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan dari instansi yang memiliki tanggung jawab, kecuali ditentukan 

lain dalam undang- undang. Kemudian pada ayat (5) diatur bahwa pelayanan 

terhadap izin untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan tersebut dilakukan 

melalui PTSP. 

Pelayanan PTSP pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

disempurnakan menjadi lebih efisien, melayani, dan modern. Salah satunya 

yang paling signifikan adalah penyediaan sistem OSS. Melalui OSS tersebut, 

pelaku usaha melakukan pendaftaran dan mengurus penerbitan izin usaha dan 

penerbitan Izin Komersial dan/atau operasional secara terintegrasi. Melalui 

OSS itu pula, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menerbitkan 

Perizinan Berusaha yang diajukan oleh Pelaku Usaha.28 

Saat ini pemerintah sedang berupaya menarik lebih banyak minat 

investor untuk menanam modal di Indonesia. Berbagai cara mulai dari 
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percepatan pembangunan infrastruktur hingga fasilitas perizinan dibenahi 

agar semakin banyak pelaku bisnis yang menanamkan modal di Indonesia. 

Salah satu cara pemerintah melakukan pembangunan fasilitas perizinan 

dengan mengeluarkan sistem OSS. 

Secara teknis OSS merupakan aplikasi berbasis web yang berfungsi 

untuk membantu proses pengajuan pengaduan dan perizinan untuk 

selanjutnya dilakukan proses penindakan yang dilakukan oleh peran 

pengambil keputusan, aplikasi web OSS ini menyediakan informasi seperti 

data permohonan berusaha, data perizinan yang ada, data instansi daerah, data 

perizinan daerah, dan lain-lain. 

Sistem OSS (online single submission) ini selama terbit sudah 

mengalami proses perbaikan terus menerus baik secara aplikasi maupun 

regulasi. Regulasi awal sistem OSS yakni ada pada PP 24 Tahun 2018 tentang 

Pelayanan Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, dimana sistem 

aplikasi yang digunakan dikenal dnegan OSS versi 1.0 yang berlaku di Tahun 

2018 sampai dengan Juli 2019, kemudian berganti dengan versi 1.1 yang 

berlaku periode November 2019 sampai dengan Juli 2022.Selanjutnya 

dengan disahkannnya Undang-undnag Nomor 11 tentang CIpta Kerja, 

kemudian terbitlah Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko. Pada masa ini sistem 

OSS juga berubah  versi menjadi OSS-RBA (Online Single Submission Risk 

Based Approach) yang berlaku sejak Agustus 2021 hingga saat ini. 

Berdasarkan PP 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan 
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Berusaha Berbasis Resiko, yang dimaksud dengan “Perzinan Berusaha 

adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan 

menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya., “  “Risiko adalah potensi 

terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi 

kemungkinan dan akibat bahaya.” Sehingga, menurut PP 5 Tahun 

2021“Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha 

berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.” 

Yang mana dalam menjalankan aktivitas pemberian legalitas terhadap pelaku 

usaha dijalankan melalui aplikasi web yang dikenal dengan Sistem Perizinan 

Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang 

selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang 

dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan 

Perizinan berusaha berbasis resiko.  

   Lembaga OSS yang dimaksud dalam hal ini adalah  lembaga pemerintah 

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi 

penanaman modal. Dalam hal ini, untuk dipusat yakni kementerian investasi/ 

badan koordinasi penenaman modal (BKPM) sedangkan di daerah dikenal 

dengan sebutan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

yang selanjutnya disingkat DPMPTSP sebagai organisasi perangkat daerah 

pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota yang mempunyai tugas 

menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal. 

Melalui OSS tersebut, Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan 

mengurus penerbitan Izin Usaha dan penerbitan Izin Komersial dan/atau 
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Operasional secara terintegrasi. Melalui OSS itu pula, Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah menerbitkan Perizinan Berusaha yang diajukan oleh 

pelaku usaha.29 

OSS membawa terobosan automatic approval yang menyeragamkan 

persyaratan dan mengklasifikasikan kegiatan usaha berdasarkan tingkat 

resiko dari bidang usaha yang dipilih oleh pelaku usaha. Tingkat resiko dalam 

OSS RBA ada 4, yakni resiko rendah, resiko menengah rendah, resiko 

menengah tinggi dan resiko tinggi. Untuk masing-masing tingkat resiko ini 

memiliki persyaratan tertentu untuk mendapatkan approval legalitas 

usahanya.  

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dengan para menteri dan 

kepala lembaga terkait meresmikan penerapan sistem OSS. Layanan 

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PBTSE), yang lebih 

dikenal dengan nama OSS ini hadir dalam rangka pelayanan perizinan 

berusaha yang berlaku di semua kementerian, lembaga, dan pemerintah 

daerah di seluruh Indonesia, yang selama ini dilakukan melalui Perizinan 

Terpadu Satu Pintu (PTSP). Selain melalui PTSP, 

 

29 Nara Sima Murti, Https://Www.Researchgate.Net/Publication/336891306_Pelayanan 

Perizinan_ Berusaha_Terintegrasi_Secara_Elektronik, Oktober 2019, hlm 2 diakses 

tanggal 21 Juli 2022. 

  

https://www.researchgate.net/Publication/336891306_Pelayanan%20Perizinan_%20Berusaha_Terintegrasi_Secara_Elektronik
https://www.researchgate.net/Publication/336891306_Pelayanan%20Perizinan_%20Berusaha_Terintegrasi_Secara_Elektronik
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masyarakat pun dapat mengakses sistem OSS ini secara online dimana pun 

dan kapan pun. OSS yang pelaksanaannya diatur dalam PP No. 5 Tahun 2021, 

merupakan upaya pemerintah dalam menyederhanakan perizinan berusaha 

dan menciptakan model pelayanan perizinan terintegrasi yang cepat dan 

murah, serta memberi kepastian hukum dengan tujuan agar meningkatkan 

ekosistem investasi dan kegiatan usaha. 

 

OSS hanya merupakan sebuah sistem, akan tetapi, PP.No 24 Tahun 

2018 mengharuskan semua perizinan yang masuk dalam ruang lingkupnya 

untuk diterbitkan “melalui Lembaga OSS,” yang dalam PP.No 24 Tahun 

2018 didefinisikan sebagai ‘lembaga pemerintah non kementerian yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman 

modal. Setelah Undnag-undnag Nomor 1 tentang Cipta Kerja terbit, 

kemudian disusul dengan terbitnya PP 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan 

perizinan berusaha berbasis resiko, maka PP 24 tahun 2018 dinyatakan tidka 

berlaku atau dicabut. Pengaturan selanjutnya tentang OSS RBA yakni ada 

pada Peraturan kepala Badan koordinasi penanaman modal (PERKABKPM) 

Nomor 3 tahun 2021 tentang SIstem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko 

Terintegarasi Secara Elektronik. 

Sistem OSS  yang dibangun dan dikelola oleh BKPM ini berbentuk 

sistem elektronik yang memilii interkoneksi interkoneksi sistem dalam hal 

pemenuhan persyaratan dasar dan validasi data Pelaku Usaha dengan 

Kementerian/Lembaga Terkait, yang bekerja dengan cara pertukaran data 
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dalam rangka Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan dengan 

Kementerian/Lembaga Terkait secara elektronik sesuai persyaratan 

kelayakan transaksi elektronik dan memiliki fasilitas penyimpanan data atau 

pengisian dokumen elektronik. Sistem OSS dapat diakses melalui alamat 

situs www.oss.go.id., yang merupakan piranti lunak berbasis web sebagai 

gerbang informasi dan penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.  

Demikian halnya, sehingga OSS wajib digunakan oleh  

a. Kementerian/Lembaga Terkait; 

b. pemerintah daerah provinsi; 

c. pemerintah daerah kabupaten/kota; 

d. administrator KEK; 

e. badan pengusahaan KPBPB; dan 

f. Pelaku Usaha. 

Sebagai piranti lunak berbasis web yang merupakan gerbang 

informasi dan penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Agar 

dapat mengakses sistem OSS, diperlukan hak akses. Ada dua jenis hak akses 

yakni, hak akses sebagai pengelola hak akses dalam hal ini pemerintah dan 

hak akses pelaku usaha.  

Untuk mendapatkan hak akses sebagai pengelola hak akses yakni 

dengan bersurat ke lembaga OSS secara resmi. Sednagkan untuk mendapat 

hak akses pelaku usaha cukup dengan melakukan pendaftaran di sistem OSS 

melalui www.oss.go.id. 

 

http://www.oss.go.id/
http://www.oss.go.id/
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C. PERSPEKTIF ISLAM TENTANG JURU CATAT/ NOTARIS 

   Notaris merupakan salah satu profesi di bidang hukum yang memiliki 

kewenangan untuk membuat akta otentik. Selain itu, sebagai pejabat umum notaris 

juga memiliki kewenangan untuk melakukan pendaftaran dan pengesahan surat-

surat dibawah tangan, membuat akta pendirian dan perubahan Perseroan Terbatas, 

dan sebagainya Dalam menjalankan tugasnya, notaris tidak diperkenankan berpihak 

kepada salah satu para pihak yang ada. 

Dalam perspektif Islam, kewenangan notaris juga tertuang dalam beberapa ayat di 

dalam Al-Qur’an, antara lain: 

1. . QS Al-Baqarah : 282 

آَٰه  ُّي هَ ِاَّه  ا هَ َي اه وان مي ِا آْه هَ يَاَد تيا نْ مُ  د ِي ي
ٰٓيُّهِآٰه  ٍ يٰٓهلُ ٍِاْي ِ ٍِْيِ في يِ ُّآْهي يْ ِْ ٰٓهلي  ٍُ ا ِاا يْ يٰٓن بي ٰٓي ْٰٓيا يَافٍََّو  ٍااهَي هاٍب مي ِاَّي   هَ افٍََّ ِي ه ٰٓا يَ  َي 

 ه

هَعٍ ِاه  مي اه هي ٍُ مٍمٍ ِاا اهَااه اَّه  مي ِ هَ َي عا ِامَّعا تيمه مااي ا هي اي يَ يَا ي ِاا  هََهان تياٍ ه  ُّهعا بي ٍْ يه  بي ٰٓي هبي ٍِ ِامَّعي يي اعه مي اهَيِا نِ مي نِ َّي هَعٍ ِاهَّي مي اه هي ٍُ

هَ  ٍْ ِ بي ٍْ امه هَ ِي هْ ِ اٍَنعه  ٍااهَي هاٍن مي مٍمه مي هَلا ِي ه ٰٓناٍما فآْي تيمهَااه ِيهٍ هَ هَاَا ِيمه بي ٰٓي ٍَ يْ ا ِيمه  َْ هَ اٍ يْ اَ  ااٍ له ينٍ ي ٍْ ِيا  ٰٓه   يٰٓهلٍ  آَْه تياٍ ه اآٰه ٰٓي

ا ِ اي اْ ْ ْ يُ ٍِفه نٍَ ي اُ ا تيِ اي اْ ْ ْ ٍِ ِي ه فيرٍما ٍِفه ِ يْ يَ نَ لي ِا ٍْ ْٓه ي  يْ هُ له في اا ٍْ ِيفْلٍ  يُ هْ ِ مَ ما يُ ا هَلٍ تي مي نَ يي ا بي ٰٓي ه َي ِا بن مي ُْ اله اِ به ِ يْ يَ

ِ َُ هَ مٍ وا اي ِا آْه هَ ي ِ ِي ه ف ْٓهي َ اا هَ بي في ِ ن مي ا ُاهآْه يْ اُيكٍ مي  ٍِْيِ  يْ اَ ِياهْٓي ا اٍم عٍ مي
يَقا هٍُّه ي ِامَّ آَٰه ِياه اٍ ْْ ن  مٍعه د ِي ي

ِ ِاٍْي َُ هَ يَ ٍ دي ِيبا ِيمه  ِْ ه ِيُ

ا ا  ِ هَ ُّيالََّ ِيبا في آَٰه  ا هَ مي هَيي هي آَٰه تيمي ُّي هَ ا  ي يْ ِي مه اُ اٍ ٰٓه كَ ف يُ ٍْ ا كَ في ايي يْ آَْه ي فٍ ي ِي ه في ِ ٍِبا فيا آْهي هُ ِفي ٍْ امهي ِيبه فيان مي اَيا ٍِْي  ْٓه بي ٰٓاري هَِآٰه ب مي ِ في يآٰي

هَ َ  ٍْ بي بي افٍََّ ما يَ هَ  ۗن  مٍ ُِ هي اَمنٍ بيعه ِامَّعا  ٍ آَٰا ِامَّعا ن مي اا يمنٍ ٰٓاَ آِْ ِامَّعي ن مي ِفاُ آَٰه ن مي ٍ  
َُو آَْه ِ تياٍِاعه تا ٍِ ه فياهَيمآْه  َٰٓ مي
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282.  Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk 

waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat 

di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk 

menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia 

mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia 
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bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. 

Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak 

mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. 

Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) 

dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara 

orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang 

(saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu 

menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas 

waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi 

Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada 

ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan 

di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. 

Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau 

dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya 

hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan 

pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. 

 

Dalam Al-Baqarah Ayat (282) menjelaskan tentang  

2. QS An-Nisa’ ayat (58) 

۞  ٍ  ِ ْٓه اَاا هلي ِاُّاامٍ ِي ه فيَّه ِآٰه  يَ اه يَ ٍِْيِ في اى مي يْ مٍ د ِيفه
ُّْاٍ ِاٍْي ْْ ي ُنمِ ِبه آَٰه ِي ه فايي اُ اْ ا ٰٓي ااه ٍِ ا ِامَّعي ٰٓي ه اا ٍَ آَٰه َي هاٍ ن ٍِ ا ِامَّعي ٍِ ٍَ ْا

ِ َُ هَ هََاَو  يٍ  يْاٍ يَا ي    ٍعه ن ٍِ ا ِامَّعي 

Terjemah Kemenag 2019 

58.  Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada 
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pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu 

tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik 

kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. 
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BAB III 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

A. Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Perizinan Online 

Berbasis Online Single Submission (OSS) terhadap Perseroan 

Terbatas 

 

Dalam Pasal 1 ayat(1) Undnag-undang No. 12 Tahun 2004 

menyebutkan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat 

akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud 

dalam Undang- Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. 

Pasal 1 angka 1 UUJN, notaris didefinisikan sebagai pejabat umum 

yang berwenang untuk membuat akta autentik dan tanggung jawab lainnya 

sebagaimana dimaksud dalam UUJN. Definisi yang diberikan oleh UUJN ini 

merujuk pada tugas dan tanggung jawab yang dijalankan oleh notaris. 

Artinya notaris memiliki tugas sebagai pejabat umum dan memiliki tanggung 

jawab untuk membuat akta autentik serta tanggung jawab lainnya yang diatur 

oleh UUJN30 . 

Menurut Habib Adjie, notaris merupakan suatu jabatan publik yang 

mempunyai karakteristik yaitu sebagai jabatan, artinya UUJN merupakan 

unifikasi di bidang pengaturan jabatan Notaris, artinya satu- 

30 Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika, 

Cetakan kedua, UII Press, Yogyakarta, 2015, hlm. 14 
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satunya aturan hukum dalam bentuk undang-undang yang mengatur Jabatan 

Notaris di Indonesia, sehingga segala hal yang berkaitan dengan notaris di 

Indonesia harus mengacu kepada UUJN. Jabatan notaris merupakan suatu 

lembaga yang diciptakan oleh negara. Menempatkan notaris sebagai jabatan 

merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan 

hukum keperluan dan fungsi tertentu (tanggung jawab tertentu) serta bersifat 

berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.31
 

Notaris dapat dikatakan sebagai pegawai pemerintah yang tidak 

menerima gaji dari pemerintah, notaris dipensiunkan oleh pemerintah, akan 

tetapi tidak menerima pensiun dari pemerintah. Oleh karena itu, bukan saja 

notaris yang harus dilindungi tetapi juga para konsumennya, yaitu 

masyarakat pengguna jasa notaris.32 Notaris sebagai pejabat publik, dalam 

pengertian mempunyai tanggung jawab dengan pengecualian, dengan 

mengkategorikan notaris sebagai pejabat publik, dalam hal ini publik yang 

bermakna hukum. Notaris sebagai pejabat publik tidak berarti sama dengan 

pejabat publik dalam bidang pemerintahan yang dikategorikan sebagai 

badan atau pejabat tata usaha negara, hal ini dapat dibedakan dari 

produk masing-masing  

 

 

31 Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang 

Jabatan Notaris, Refika Aditama, Bandung, 2016, hlm 34-35 
32 Suhrawardi K. Lubis, Etika Profesi Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 34 
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pejabat publik tersebut. Notaris sebagai pejabat publik produk akhirnya yaitu 

akta autentik, yang terikat dalam ketentuan hukum perdata terutama dalam 

hukum pembuktian.33 

Notaris adalah pejabat yang harus memberikan pelayanan sebaik-

baiknya kepada masyarakat yang memerlukan bukti autentik. Namun dalam 

keadaan tertentu, Notaris dapat menolak untuk memberikan pelayanan 

dengan alasan- alasan tertentu (Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN). Dalam 

penjelasan pasal ini, ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan “alasan untuk 

menolaknya” adalah alasan yang mengakibatkan notaris tidak berpihak, 

seperti adanya hubungan darah atau semenda dengan notaris sendiri atau 

dengan suami/istrinya, salah satu pihak tidak mempunyai kemampuan 

bertindak untuk melakukan perbuatan, atau hal lain yang tidak dibolehkan 

oleh undang-undang. 

Kewajiban notaris ini diatur dalam Pasal 16 UUJN, pada dasarnya 

Notaris adalah pejabat yang harus memberikan pelayanan sebaik-baiknya 

kepada masyarakat yang memerlukan bukti autentik. Namun dalam keadaan 

tertentu, notaris dapat menolak untuk memberikan pelayanan dengan alasan-

alasan tertentu (Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN). Dalam penjelasan pasal ini, 

ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan “alasan untuk menolaknya” adalah 

alasan yang mengakibatkan notaris tidak berpihak, seperti adanya hubungan 

darah atau semenda dengan Notaris sendiri atau  

 

33 Habib Adjie, Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris sebagai Pejabat 

Publik, Refika Aditama, Bandung, 2018, hlm. 31 



62 
 

 

dengan suami/istrinya, salah satu pihak tidak mempunyai kemampuan 

bertindak untuk melakukan perbuatan, atau hal lain yang tidak dibolehkan 

oleh undang-undang. 

Notaris dalam melakukan atau menjalankan Tugas dan jabatanya 

diatur dalam Pasal 17 UUJN yaitu larangan menjadi seorang Notaris. Jika 

notaris melanggar larangan, maka Notaris akan dikenakan sanksi 

sebagaimana diatur dalam Pasal 85 UUJN. 

Pasal 17 UUJN, melarang notaris untuk : 

 

1) Menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya; 
 

2) meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja 

berturut-turut tanpa alasan yang sah; 

3) merangkap sebagai pegawai negeri; 
 

4) merangkap jabatan sebagai pejabat negara; 
 

5) merangkap jabatan sebagai advokat; 
 

6) merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha 

milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta; 

7) merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah 

dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris; 

8) menjadi notaris pengganti; atau 
 

9) melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma 

agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi 

kehormatan dan martabat jabatan Notaris. 

Pasal 17 UUJN disebutkan bahwa notaris tidak diperbolehkan 
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meninggalkan tempat kedudukanya lebih dari 7 hari kerja berturut-turut, 

hal ini dapat dikaitkan dengan Pasal 19 ayat (2) UUJN yang menyebutkan 

bahwa notaris tidak berwenang secara teratur dalam menjalankan tugas 

jabatanya diluar tempat/wilayah kedudukannya. Jika hal ini terjadi maka 

notaris mendapatkan sanksi yang didasarkan ketentuan Pasal 1868 dan 1869 

KUHPerdata, yaitu dinilai tidak berwenangnya notaris yang bersangkutan 

yang berkaitan dengan tempat dimana akta dibuat, maka akta yang dibuat 

tidak diperlakukan sebagai akta autentik tapi mempunyai kekuatan 

pembuktian sebagai akta dibawah tangan, jika ditandatangani para pihak.106 

 

1. Peran dan Tanggung jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik 

Perseroan Terbatas 

  Dalam kehidupan dunia usaha saat ini pendirian badan usaha 

berbadan hokum di Indonesia saat ini tidaklah sedikit peminatnya, terutama 

dalam bentukan perseroan terbatas baik dalam skala usaha mikro, kecil, 

menegah dan besar. Perseroan terbatas sebagai badan usaha berbadan hokum 

memiliki keunggulan terkait tanggung jawab yang diemban oleh para 

pengurus dalam pengelolannya, sehingga memberikan ketenangan dalam 

berusaha. Selain itu, karena bentukannnya badan hokum maka memberikan 

poin tambahan berupa kredibilitas bagi perusahaan itu sendiri.  

  Perseroan terbatas dalam pembuatannya adalah berdasarakan 

perjanjian, dimana ada 2 (dua) orang atau lebih yang saling mengikatkan diri 

sebagai sekutu modal dengan komitmen mendirikan badan usaha guna 
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menjalankan aktivitas usaha untuk mendapatkan profit di bidang usaha 

tertentu. Pendirian perseroan terbatas ini yang nota bene berdasarkan 

perjanjian, maka dalam prosesnya terikat dengan syarat sahnya suatu 

perjanjian sebagiamana diatur dalam   Pasal 1320 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata, yakni; adanya kesepakatan, para pihak dianggap cakap, ada 

obyek perjanjian/hal tertentu, dan sebab yang halal (sesuatu yang 

diperbolehkan oleh hukum yang berlaku). 

   Kewenangannya dalam Memberikan Penyuluhan Hukum Notaris 

oleh undang-undang diberi kewenangan untuk menuangkan 

semuaperbuatan, perjanjian dan penetapan yang dikehendaki oleh pihak-

pihak guna mengkonstantirkannya ke dalam sebuah Akta Autentik dan agar 

Akta yangdibuatnya itu memiliki kekuatan bukti yang lengkap dan memiliki 

keabsahan dmana dalam hal ini Akta yang dimaksudkan adalah Akta 

Pendirian PT. Notaris dituntut pula memenuhi semua ketentuan-ketentuan 

jabatan Notaris dan peraturan-peraturan lainnya yang terkait dalam Akta 

Pendirian PT. Notaris dalam hal ini adalah sebagai pengkaji apakah 

kehendak para pihak tersebut tidak bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, Notaris dalam melaksanakan jabatanya 

juga harus berpijak kepada Undang-undang Jabatan Notaris (untuk 

selanjutnya disebut UUJN). Hal tersebut dilakukan oleh Notaris sebagai 

bentuk kewajiban untuk menyampaikan syarat-syarat autentisitas keabsahan 

dan sebab-sebab kebatalan suatu akta, juga sebagai sikap preventiadanya 

cacat hukum Akta Notaris yang dapat mengakibatkan hilangnya autentisitas 
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dan batalnya Akta Notaris, yang dapat menimbulkan kerugian kepada 

masyarakat, terutama pihak-pihak yang berkepentingan.10 

      Dalam ketentuan undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas, Pada BAB II dijelaskan bahwa setidaknya ada 2 tahap 

pendirian Perseroan Terbatas, antara lain; 

a. Tahap Pendirian dan Penentuan Anggaran Dasar 

Mendirikan Perseron Terbatas (PT) diawali dengan kesepakatan 

minimal 2 orang yang cakap untuk kemudian dituangkan dalam suatu 

akta otentik. Akta otentik ini dibuat oleh notaris selaku pejabat umum 

yang diberikan kewenangan oleh undang-undang. Peran notaris 

dalam pembuatan akta ini sangatlah penting, karena bukan hanya 

melakukan pencatatan terhadap hal-hal tertentu yang diinginkan oleh 

para pihak untuk kemudian dituangkan dalam akta otentik, tapi dalam 

hal ini notaris juga perlu untuk memastikan bahwa 

keinginan/kehendak para pihak dimaksud tidak bertentangan dengan 

peraturan yang berlaku.  

Sebelum membuat akta otentik, para pihak diwajibkan 

menentukan nama untuk perseroan terbatas yanga kana diririkan. 

Menurut Notaris Hardianti Fahli, S.H.,M.Kn. dalam wawancara yang 

dilakukan oleh penyusun, pihak pendiri disarankan menyediakan 3 

(tiga) nama sebagai pilihan alternatif jika nama utama yang dipilih 

tidak dapat didaftarkan karena ada kemiripan nama dengan perseroan 

yang sudah berdiri sebelumnya. 
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Pengajuan nama perseroan didaftarkan oleh notaris melalui 

Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) Kemenkumham. 

Adapun persyaratan yang dibutuhkan sebagai berikut:  

 Melampirkan asli formulir dan pendirian surat kuasa; 

 Melampirkan photocopy Kartu Identitas Penduduk (“KTP”) 

para pendirinya dan para pengurus perusahaan; 

 Melampirkan photocopy Kartu Keluarga (“KK”) 

pimpinan/pendiri PT. 

Pendaftaran nama PT ini bertujuan untuk mendapatkan 

persetujuan dari instansi terkait (Kemenkumham) sesuai dengan UUPT 

dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2011 

Tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas. 

(Shafa,Elfajri.,https://ppid.semarangkota.go.id/cara-mendirikan-

perseroan-terbatas-pt/.diakses pada 20 juni 2022) 

  Setelah dilakukan pengecekan nama, nama tersebut tidak akan bisa 

digunakan oleh pihak lain selama masa pratinjau paling lama 7 (tujuh) 

hari.  Pada masa ini, notaris haru smempersiapkan akta pendirian 

perseroan yang berisi tentang anggaran dasar perseroan. Menurut Pasal 

15 Ayat (1) anggran dasar setidaknya memuat, antara lain: 

a. nama dan tempat kedudukan Perseroan;  

b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;  

c. jangka waktu berdirinya Perseroan;  
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d. besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;  

e. jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham 

untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan 

nilai nominal setiap saham;  

f. nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris; 

g. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;  

h. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi 

dan Dewan Komisaris;  

i. tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen. 

Selain itu, akta pendirian perseroan harus memuat terkait tempat 

kedudukan perseroan sekaligus sebagai Kantor Pusat dengan menyebutkan 

nama provinsi dan nama kota di dalam wilayah negara kesatuan Republik 

Indonesia.   

Pada prinsipnya, di dalam membuat akta pendirian perseroan terbatas 

ini asas kebebasan berkontrak juga berlaku. Setiap orang bebas untuk 

mengadakan suatu perjanjian yang berisi syarat-syarat perjanjian apapun, 

sepanjang perjanjian itu dibuat secara sah dan dengan iktikad baik, tidak 

melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Jadi, appaun kehendak dari 

para pihak dapat dituangkan dalam akta tersebut selama logis, dapat 

dipertanggungjawabkan, dan tidak bertentangan dengan peraturan yang 

berlaku. 

Untuk membentengi hal tersebut, notaris harus mampu memberikan 

sharing knowledge di bidang hukum maupun memberikan pandangan-
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pandangan hukum yang tentunya tidak dengan berat sebelah yang 

menyebabkan kerugian pada salah satu pihak. 

 

b. Tahap Pendaftaran Perseroan dan Pengumuman   

   Pada tahapan ini, notaris melakukan pendaftaran perseroan 

pada Ditjen Ahu online. Permohonan ini diajukan kepada Menteri 

Kemenkumham untuk mendapatkan pengesahan Anggaran Dasar 

Perseroan (akta pendirian) sebagai badan hukum PT sesuai dengan 

UUPT. Persyaratan yang dibutuhkan antara lain: 

 Bukti setor bank senilai modal disetor dalam akta pendirian; 

 Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai 

pembayaran berita acara negara; 

 Asli akta pendirian. 

Selanjutnya, pada proses pendaftaran daplikasi web ditjen ahu online, 

ada form isian yang harus diisi, yang teridri dari: 

a.  Data Perseroan, pada form ini ada 5 kolom isian yang perlu diisi, 

meliputi nama perseroan (muncul otomatis), nama singkatan 

(muncul otomatis), jenis perseroan ( pilih salah satu jenis 

perseroan yang cocok: swasta nasional, BUMN, BUMD,dll), 

NPWP perseroan (jika sudah ada) jika belum memiliki maka 

kolom ini bisa dilangkahi, dan kolom isian jangka waktu pendirian 

perseroan yang bisa dipilih antara terbatas dan tidak terbatas. 

https://panduan.ahu.go.id/doku.php?id=pendirian_perseroan#a_data_perseroan
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b. Kedudukan Perseroan, pada form ini ada beberapa field yang 

perlu diisi, yakni; alamat perseroan lengkap (provinsi, kota, jalan, 

RT/RW), kode pos (opsional), nomor telepn perseroan, alamat 

email, dna tahun buku. 

c. Maksud dan Tujuan, dalam form ini untuk mengisi kegiatan usaha 

yang akan dijalankan perseroan. 

d. Akta Notaris, pada kolom ini field isian berupa nomor kata dan 

tanggal akta pendirian. 

e. Modal Dasar, pada tahap ini ada beberapa fiel yakni; klasifikasi 

saham, total modal, modal dasar currency, harga perlembar saham. 

f. Modal Ditempatkan, pada kolom ini aturannya modal 

ditempatkan tidak boleh kurang dari 25% dari modal dasar sesuai 

Pasal 33 undang-undang perseroan terbatas. 

g. Modal Disetor 

h. Pengurus dan Pemegang Saham 

1). Warga Negara Indonesia 

2). Warga Negara Asing 

i. Pemilik Manfaat 

j. Notaris Pengganti  

https://panduan.ahu.go.id/doku.php?id=pendirian_perseroan#b_kedudukan_perseroan
https://panduan.ahu.go.id/doku.php?id=pendirian_perseroan#c_maksud_dan_tujuan
https://panduan.ahu.go.id/doku.php?id=pendirian_perseroan#d_akta_notaris
https://panduan.ahu.go.id/doku.php?id=pendirian_perseroan#e_modal_dasar
https://panduan.ahu.go.id/doku.php?id=pendirian_perseroan#f_modal_ditempatkan
https://panduan.ahu.go.id/doku.php?id=pendirian_perseroan#g_modal_disetor
https://panduan.ahu.go.id/doku.php?id=pendirian_perseroan#h_pengurus_dan_pemegang_saham
https://panduan.ahu.go.id/doku.php?id=pendirian_perseroan#warga_negara_indonesia
https://panduan.ahu.go.id/doku.php?id=pendirian_perseroan#warga_negara_asing
https://panduan.ahu.go.id/doku.php?id=pendirian_perseroan#i_pemilik_manfaat
https://panduan.ahu.go.id/doku.php?id=pendirian_perseroan#j_notaris_pengganti
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k. Dokumen yang harus diunggah 

l. Unggah Akta dan Konfirmasi Permohonan 

m. Download SK Pengesahan Pendirian 

  Dalam proses pengisian form tersebut yang menjadi acuan adalah 

akta pendirian yang telah dibuat oleh notaris. Proses pengisian data tersebut 

sangat berpengaruh dengan proses perizinan berusaha online single 

submission (OSS), dimana sistem ahu online terintegrasi dengan sistem 

online single submission. Cara kerja sistem aplikasi web online single 

submission adalah dengan melakukan Tarik data ahu, sehingga kesalahan 

penginputan di sistem ahu oleh notaris akan mempengaruhi penerbitan 

perizinan berusaha oleh lembaga OSS nantinya. 

Sehingga, jelas peran notaris dalam hal pembuatan akta otentik ini, 

notaris sebagai pejabat umum  berperan untuk membuat akta otentik 

pendirian perseroan dan berperan untuk memberikan penyuluhan hukum 

yang berimbang bagi para pihak yang bersepakat dan menjaga marwah akta 

yang dibuat tetap logis dan tidak cacat hukum. 

Namun, dalam menjalankan perannya ada kemungkinan notaris 

bisa saja untuk melakukan kesalahan, sehingga menyebabkan perseroan 

mengalami permsalahan. Notaris  dalam  membuat  akta  otentik  

berusaha  semaksimal  mungkin  untuk membuat  akta  tidak  

mengalami  cacat  atau  kesalahan.  Namun  demikian,  sebagai manusia 

pasti akan terjadi kesalahan dalam akta tersebut. Menurut Supriadi 

https://panduan.ahu.go.id/doku.php?id=pendirian_perseroan#k_dokumen_yang_harus_diunggah
https://panduan.ahu.go.id/doku.php?id=pendirian_perseroan#l_unggah_akta_dan_konfirmasi_permohonan
https://panduan.ahu.go.id/doku.php?id=pendirian_perseroan#m_download_sk_pengesahan_pendirian
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apabila notaris melakukan kesalahan ini merupakan hal yang  

manusiawi. Selain itu, kalau terjadi penambahan atau pencoretan 

terhadap akta  tersebut, maka akan mengalami masalah. Oleh karena 

itu, dalam Pasal 48  UUJN dinyatakan  bahwa isi akta tidak boleh 

diubah atau ditambah, baik  berupa penulisan tindih, penyisipan, 

pencoretan, atau penghapusan dan menggantinya dengan orang lain. 

Perubahan atas akta berupa penambahan, penggantian, atau 

pencoretan dalam akta hanya sah apabila perubahan tersebut diparaf atau 

diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi, dan notaris. 

Dalam  kaitannya,  maka  dalam  Pasal  49  UUJN  dinyatakan  bahwa  

setiap perubahan atas akta dibuat di sisi kiri atas.Apabila suatu perubahan 

dibuat pada akhir akta,  sebelum  penutup  akta,  dengan  menunjuk  bagian  

yang  diubah  atau  dengan menyisipkan  lembar  tambahan.  Oleh karena  itu, 

perubahan  yang  dilakukan  tanpa menunjuk bagian yang diubah 

mengakibatkan perubahan tersebut menjadi batal. 

Dalam  kaitannya  dengan  pencoretan  terhadap  akta  Notaris  

tersebut,  maka dalam Pasal 50 UUJN diatur bahwa apabila dalam akta 

perlu dilakukan pencoretan kata, huruf, atau angka, hal tersebut 

dilakukan demikian rupa  sehingga tetap dapat dibaca sesuai dengan 

yang tercantum  semula, dan jumlah  kata, huruf, atau angka yang dicoret 

dinyatakan pada sisi akta. Pencoretan  dinyatakan  sah setelah diparaf 

atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi, dan Notaris. 



72 
 

 

Oleh karena itu, apabila terjadi perubahan lain terhadap perubahan, maka 

perubahan itu dilakukan pada sisi akta sesuai dengan  ketentuan dalam 

Pasal 49 UUJN. Dengan demikian, pada   penutup   setiap    akta   

dinyatakan   jumlah   perubahan,    pencoretan,    dan penambahan. Di  

samping itu, dalam Pasal 51 UUJN diatur mengenai kewenangan Notaris 

membetulkan kesalahan tulis pada suatu akta. Adapun bunyi ketentuan 

dalam Pasal 51 UUJN dinyatakan bahwa notaris berwenang untuk 

membetulkan kesalahan tulis  dan/atau  kesalahan  ketik  yang  terdapat  

pada  Minuta  Akta34    yang  telah  ditandatangani. Oleh karena itu, 

pembetulan dapat dilakukan dengan membuat berita acara dan 

memberikan catatan tentang hal tersebut pada Minuta Akta  asli  dengan 

menyebutkan tanggal dan nomor akta berita acara pembetulan. 

  Setidaknya  dalam melaksanakan  tugasnya  Notaris memiliki 

asas dasar  yang dipegang dalam menilai suatu akta yaitu asas praduga 

sah atau lebih dikenal dengan nama presumptioiustaecausa,  artinya akta 

yang dibuat oleh Notaris harus dianggap berlaku   secara   sah  sampai   

ada   pihak   yang   menyatakan   akta   tersebut   tidak sah.104Selain  itu, 

Notaris dalam membuat  akta tidak menyelidiki  kebenaran  surat-surat 

yang diajukan  oleh pihak yang membuat  akta. Hal ini dimaksudkan  

bahwa Notaris sebagai pelayan masyarakat  dapat bertindak dengan cepat 

dan tepat,  serta yang  menyatakan  sah atau  tidaknya  suatu  surat  apabila  

terjadi  pemalsuan  bukan kewenangan  Notaris, sehingga notaris hanya 

34
Minuta Akta adalah asli Akta Notaris, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8 UUJN. 
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memeriksa  kelengkapan adminsitratif untuk membuat suatu akta. 

Berkaitan dengan peranan notaris dalam pembuatan akta pendirian 

perseroan, tentunya diikuti dengan tanggung jawab atas segala perannya 

tersebut. Sebagai seorang pejabat umum, notaris harus siap apabila 

kemudian hari diperkarakan, dituntut atas apa yang telah diperankan. 

Notaris merupakan jabatan profesional  yang bertanggung  jawab 

kepada  dirinya  sendiri dan  kepada  masyarakat.  Dengan demikian, notaris 

dituntut untuk bekerja  dengan  integritas  moral,  intelektual  dan  

profesional  sebagai  bagian  dari kehidupannya. 

  Notaris harus memberikan pelayanan sebaik mungkin dan 

bertanggung jawab dalam pembuatan akta pendirian perseroan terbatas dan 

pendafatran disitem ahu online. Bertanggung  jawab berarti berani  

menanggung  resiko  yang  timbul  akibat  pelayanan  itu. Kekeliruan dalam 

melaksanakan profesi berdampak membahayakan atau merugikan diri sendiri 

dan/atau orang lain. Yang tentu perlu tanggung jawab. 

 Tanggung jawab merupakan suatu prinsip profesionalisme yang merupakan 

wujud dari sebuah komitmen yang harus dimiliki oleh notaris terhadap 

pelaksanaan jabatannya sebagaimana yang telah diatur dalam UUJN. 

Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, sayarat dari tanggung jawab itu sendiri 

yakni adanya perbuatan melanggar hukum dan kesalahan. Berdasarakan teori 

tanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan terhadap orang lain, maka 

tanggung jawab dibedakan menjadi 3 (tiga) antara lain; 

1. Teori tanggung jawab kesalahan (sculd aansprakelijkheid) 

Kesalahan disini diberi makna yang luas yang juga mencakup sifat 
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melanggar hukumnya perbuatan, orang yang menimbulkan kerugian pada 

orang lain bertanggung jawab sejauh kerugian itu merupakan akibat 

pelanggaran suatu norma dan pelakunya dapat menyesali karena 

melanggar norma tersebut. 

2. Teori tanggung jawab dengan pembalikan pembuktian 

Pihak yang dirugikan wajib membuktikan bahwa pelaku telah melakukan 

tindakan melanggar hukum, maka disini pelanggaran norma dianggap ada 

dan selanjutnya mewajibkan pelaku meniadakan anggapan atau 

persangkaan ini menunjukkan bahwa ia tidak berbuat melanggar hukum. 

3. Teori tanggung jawab risiko 

Seorang atasan bertanggung jawab atas kerugian yang dilakukan oleh 

perbuatan melanggar hukum oleh bawahannya yang dilakukan dalam 

ruang lingkup tugasnya. 

   Tanggung jawab yang dimiliki oleh notaris menganur prinsip 

tanggung jawab berdasarkan kesalahan (based on fault of liability). Prinsip 

tanggung jawab berdasarkan kesalahan kesalahan harus memenuhi empat 

unsur pokok, yaitu adanya perbuatan, adanya unsur kesalahan, adanya kerugian 

yang diderita, dan adanya hubungan dengan kuasalitas antara kesalahan dengan 

kerugian. Kesalahan ini merupakan unsur yang bertentangan dengan hukum. 

Tanggung jawab seorang notaris timbul apabila adanya kesalahan yang 

dilakukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya dan kesalahannya tersebut 

menimbulkan kerugian bagi orang yang meminta jasa pelayanan notaris 

tersebut. Perbuatan melanggar hukum oleh notaris, tidak hanya perbuatan yang 

langsung melanggar hukum, melainkan juga perbuatan yang secara langsung 
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melanggar peraturan lain, yaitu peraturan yang berada dalam ruang lingkup 

kesusilaan, keagamaan, dan sopan santun dalam masyarakat.  Tanggung jawab 

notaris timbul karena adanya kesalahan yang dilakukan notaris dalam 

melaksanakan tugas jabatannya, sehinhha dari kesalahan tersebut timbul 

kerugian bagi pohak yang menerima jasa pelayanan notaris. 

  Dalam pembuatan akta dan pendaftaran pendirian perseroan, 

setidkanya notaris memiliki 2 bentuk tanggung jawab, antara lain: 

a. Tanggung jawab secara moril 

 Tanggung jawab moral merupakan kemampuan pribadi seseorang 

dalam  menunjukkan mutu pribadi dalam menjalankan pekerjaannya, 

sehingga sikap dalam menajalankan pekerjaan dan hasil dari pekerjaan 

itu mencerminkan nilai-nilai norma kesopanan dan kepantasan.  

 Dalam konteks peran notaris dalam membuat akta otentik dan 

pendaftaran pendirian perseroan, notaris bertanggung jawab atas 

kebenaran kaidah-kaidah pendirian perseroan yang ada dan ketepatan 

dalam pengisian data ahu di Sistem ahu online. Ketepatan pengisian data 

ini sangat berpengaruh nantinya terhadap kepentingan pelaku usaha 

dalam memproses perizinan berusaha online single submission (OSS) 

berbasis resiko.  

 Menurut Notaris Hardianti fahli S.H., M.Kn. dalam wawancara 

menyatakan bahwa karakteristik klien beragam terkait tingkat 

pemahaman terhadap peraturan yang berkaitan dengan kegiatan usaha 

perseroan. Padahal tingkat pemahaman tersebut kemudian 

mempengaruhi akan kehendak klien terhadap anggaran dasar perseroan 
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yang berkaitan dengan pemilihan kegiatan usaha, besaran modal, struktur 

jabatan, dan kepengurusan perseroan. 

 Dengan kondisi tersebut, notaris yang bertugas mengkonstatir 

kehendak para pihak dituntut untuk mampu memberikan pemahaman 

hukum berupa penyuluhan hukum yang kemudian akan mempengaruhi 

kehendak para pihak. Kesalahan dalam memeberikan pemahaman hukum 

dapat berpengaruh kepada kehendak para pihak yang menyimpang dari 

norma dan kaidah hukum, sehingga jika itu dituangkan dalam akta, maka 

dapat menyebabkan akta otentik menjadi akta dibawah tangan dan 

pengaruh selanjutnya pada hambatan dalam proses penerbitanperizinan 

berusaha nantinya. 

 Tanggung jawab secara moral oleh notaris dilakukan dengan 

memberikan pelayanan yang baik kepada para pihak, tidak berat sebelah 

atas kepentingan salah satu pihak, memberikan advice yang baik, tepat 

serta lengkap mengenai suatu aturan. Dengan demikian, notaris dituntut 

untuk sellau melakukan penyegaran dan senantiasa mengikuti 

perkembangan perubahan aturan maupun pengetahuan lainnya. 

b. Tanggung jawab secara materi 

 Pelayanan notaris merupakan layanan hukum keperdataan, sehingga 

tak dapat dipungkiri tanggung jawab secara keperdataan oleh Noataris 

juga dimungkinkan. Tanggung jawab keperdataan ini, dalam konteks 

pendaftaran pendirian perseroan dapat terjadi ketika dalam pengisian 

data-data di dalam sistem AHU online terdapat kesalahan. 
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 Menurut Salah satu staf di kantor DPMPTSP Provinsi Sulawesi 

Tenggara, ada keadaan tertentu pelaku  usaha perseroan tidak dapat 

langsung mendapatkan perizinan berusahanya dikarenakana tarikan data 

ahu pada sistem OSS tidak sesuai. Sehingga dalam perjalannanya, pelaku 

usaha harus melakukan perbaikan data terlebih dahulu pada sistem ahu 

mereka untuk kemudian melanjutkan penarikan data di sistem oss untuk 

penerbitan perizinan berusaha. 

 Untuk perbaikan data ahu tersebut hanya notaris yang sudah login 

pada ahu online yang dapat melakukannya ketentuan perbaikan data ahu 

online perseeroan terbatas ini tidak boleh lebih dari 90 (Sembilan puluh) 

hari sejak terbitnya surat keputusan pengesahan pendirian perseroan 

terbatas. Selanjutnya, notaris harus membeli voucher dengan nominal 

tertentu untuk dapat mengakses perbaikan data ahu tersebut.karena ada 

biaya yang harus dikeluarkan, maka untuk perbaikan data ahu ini harus 

benar-benar melihat penyebab dari alasan perbaikan data tersebut. Jika 

penyebab kesalahan pengisian murni dari notaris, maka dalam hal ini 

notaris bertanggung jawab secara materi untuk melakukan perbaikan data 

ahu tersebut, jika kesalahan berasal dari pihak klien, maka tanggung 

jawab perdata tersebut harus dilimpahkan ke klien.  
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2. Pemberlakuan OSS di Indonesia 

 

OSS merupakan program rekontruksi sistem pelayanan perizinan 

yang pernah dilakukan pada kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 

berdasarkan Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang No. 25 Tahun 2017. OSS 

diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang pelayanan 

perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Kemudian setelah terbitnya 

undnag-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, peraturan 

pemerintah tersebut dicabut dan digantikan dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis 

resiko. 

OSS adalah pengintegrasian perizinan berusaha secara elektronik 

pelayanan perizinan dengan tujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan 

perizinana berusaha berbasis resiko yang mudah, cepat, transparan dan 

akuntabel sebagaimana tertuang dalam PERKABKPM Pasal 3. Setelah 

pemberlakuan OSS, izin prinsip penanaman modal dalam perizinan berusaha 

digantikan oleh NIB yang memiliki fungsi sebagai Tanda Daftar Perusahaan 

(TDP) dan Angka Pengenal impor ( API).  

Dengan OSS Pelayanan PTSP pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah disempurnakan menjadi lebih efisien dan modern. Dalam Pasal 4 PP 

No. 5 Tahun 2021 menyebutkan bahwa untuk memulai melakukan kegiatan 

usaha, pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan dasar perizinan berusaha 

dan perizinan berusaha berbasis resiko. Persyaratan dasar yang dimaksud 

meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, 
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persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak DPMPTSP Provinsi 

Sulawesi Tenggara Bapak Arief Rahman Hakim, S.Kom., menernagkan 

bahwa saat ini untuk persyaratan dasar yang menjadi wajib untuk dipenuhi di 

sistem oss hanya ada 2 (dua) persyaratan yakni persyaratan dasar kesesuaian 

kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) dan persyaratan persetujuan 

lingkungan. Persayaratan dasar tersebut wajib dipenuhi oelh pelaku usaha 

baik sekala mikro kecil dengan permodalan di bawah 5 (lima) milyar tidak 

termasuk tanah dan bangunan, maupun skala menengah dan besar dengan 

permodalan lebih dari 5(lima) milyar tidak termasuk tanah dan bangunan.  

Persyaratan dasar KKPR untuk skala mikro dan kecil dengan 

permodalan di bawah 5 (lima) milyar, KKPR akan keluar otomatis berupa 

pernyataan mandiri kesesuain tata ruang, bagi daerah yang belum memiliki 

RDTR, sedang untuk daerah yang sudah memiliki RDTR maka sistem akan 

tetap memproses kesesuaiannya secara otomatis karena telah terintegrasi di 

sistem OSS.  

Untuk persyaratan dasar persetujuan lingkungan, sistem oss akan 

otomatis melakukan penampisan terhadap kegiatan usaha yang diajukan oleh 

pelaku usaha, sehingga akan muncul persyaaratn apa yang harus di penuhi 

oleh pelaku usaha apakah persetujuan SKKL (wajib amdal), persetujuan 

PKPLH (wajib UKL-UPL), atau cukup hanya dengan SPPL (terbit otomastis) 

di sistem OSS. 

Untuk persyaratan dasar persetujuan bangunan gedung dan sertifikat 
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laik fungsi, saat ini belum masuk ke sistem OSS dikarenakan masih belum 

siapnya sarana dan prasarana untuk terintegrasi dengan sistem OSS. 

Sehingga, untuk pengajuannya masih melalui layanan PTSP kabupaten/ kota 

setempat yang nantinya pemrosesannya melalui sistem aplikasi tersendiri. 

Setelah persyaratan dasar terpenuhi, barulah pelaku usaha dapat 

mengajukan permohonan perizinan berusaha berbasis resiko, yakni perizinan 

berusaha untuk kegiatan usaha dan perizinan berusaha untuk menunjang 

kegiatan usaha (PB UMKU). 

Perizinna berusaha berbasis resiko dilakukan berdasarakan penetapan 

tingkat resiko dan peringkat skala kegiatan usaha yang meliputi usaha mikro, 

kecil, menengah an/atau usaha besar. Penetapan tingkat resiko tersebut 

dilakukan berdasarkan hasil analisa resiko dengan mengedepankan prinsip 

kehati-hatian berdasarkan data dan/atau penilaian professional dimana 

pelaksanaan analisa resiko dilakukan oleh pemerintah pusat dengna 

melakukan penilaian berdasar pada tingkat bahaya dan potensi terjadinya 

bahaya. 

Dalam perizinan berusaha berbasis resiko setidaknya ada 4 (empat) 

kategori, antara lain; 

a. Resiko Rendah 

Perizinan berusaha dnegan tingkat resiko rendah ini berupa NIB 

(Nomor Induk Berusaha) yang menjadi identitas pelaku usaha 

sekaligus legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha. Selain itu, 

NIB resiko rendah bagi pelaku usaha mikro, kecil juga berlaku 
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sebagai Standar Nasional Indonesia (SNI) dan sebagai pernyataan 

jaminan halal sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-

undangan di bidang Jaminna Produk Haal (JPH). 

b. Resiko Menengah Rendah 

Perizinan berushaa dengan tingkat resiko menengah rendah ini 

berupa NIB dan sertifikat standar (otomatis/tanpa perlu 

verifikasi). Perizinan berusaha tersebut menjadi dasar bagi pelaku 

usaha untuk melakukan persiapan, operasional, dan/atau 

komersial kegiatan usaha. Dalam sertifikat standar tersebut sudah 

terinci berkaitan dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang 

wajib dipenuhi oleh pelaku usaha pada saat melaksanakan 

kegiatan usaha. 

c. Resiko Menengah Tinggi 

Perizinan berusaha dengan tingkat resiko menengah tinggi ini 

berupa NIB dan sertifikat standar (terverifikasi). Setelah 

memeproleh NIB, pelaku usaha membuat pernyataan melalui 

sistem OSS untuk memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha 

dalam rangka melakukan kegiatan usaha dan kesanggupan untuk 

dilakukan verifikasi oleh pemerintah pusat atau daerah sesuai 

kewenangan masing-masing. Kemudian lembaga OSS 

menerbitkan sertifikat standar yang belum terverifikasi.  

 Sertifikat standar yang belum terverfikasi ini menjai dasar 

bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha, 
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sedangkan NIB dan sertifikat standar terverifikasi merupakan 

perizinan berusaha bagi pelaku usaha untuk melakukan kegiatan 

operasional dan/atau komersil kegiatan usaha. 

d. Resiko Tinggi 

Perizinan berusaha dengan tingkat resiko tinggi berupa 

NIB dan izin. NIB dan IZin ini merupakan perizinanberushaa bagi 

pelaku saha untuk melakukan kegiatan operasional dan/atau 

komersil kegiatan usaha. Izin sbegaaiman dimaksud merupakan 

persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk 

melaksanakan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh pelaku 

usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya. 

 

1. Hambatan Dalam Pengurusan Perizinan Usaha Sebelum Dan 

Sesudah Berlakunya OSS 

 

Kendala dalam pengurusan perizinan usaha sebelum dan sesudah 

berlakunya OSS, sebelum berlakunya OSS tentunya pendaftaran perizinan 

berusaha dilakukan secara tatap muka dimana pengusaha harus pergi 

langsung ke instansi terkait, Notaris dalam hal ini tidak pernah melaksanakan 

pengurusan perizinan berusaha di instansi-instansi terkait. 

Namun, dari sisi pengusaha kendala yang dirasakan yaitu waktu 

pengurusan perizinan usaha yang tergolong cukup lama serta harus 

menghadapi birokrasi yang menurut pandangan pengusaha hal tersebut 

sangat menghambat mereka. Pengusaha berharap sudah dapat 
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mengoperasikan kegiatan-kegiatan usaha ketika sudah memiliki akta 

pendirian badan usaha berikut dengan pengesahan dari Kemenkumham RI, 

akan tetapi terjanggal proses pengurusan perzinan berusaha di kementerian 

atau lembaga yang terkait. Mengingat pendaftaran perizinan berusaha 

memerlukan legalitas berupa akta pendirian badan usaha, untuk itu 

pendaftaran perizinan berusaha di instansi terkait tidak dapat dijalankan 

secara pararel, yang artinya harus setahap demi setahap.173 

Berlakunya pendaftaran perizinan berusaha melalui sistem OSS juga 

tidak menghilangkan atau menghapus seluruh kendala yang ada, akan tetapi 

sudah sangat membantu pengusaha memangkas birokrasi dan waktu 

pengurusan. Kendala yang dihadapi dalam pengurusan perizinan berusaha 

sesudah berlakunya OSS yaitu apabila Izin Usaha tersebut belum berlaku 

efektif, maka dalam penyelesaian komitmen sehingga izin usaha dapat 

menjadi berlaku efektif, pengusaha juga perlu hadir langsung secara tatap 

muka ke kementerian atau lembaga terkait. Dalam hal ini juga terdapat 

banyak syarat-syarat yang harus dilengkapi dan tentunya juga membutuhkan 

jangka waktu tertentu sehingga kementerian atau lembaga terkait dapat 

menyelesaikan atau memberikan Izin Usaha yang berlaku efektif. OSS juga 

tidak dapat mengayomi pendaftaran seluruh Izin Usaha sesuai dengan 

kegiatan usaha yang didaftarkan, ada beberap bidang usaha yang 

dikecualikan Izin Usahanya dalam sistem OSS, seperti diantaranya bidang 

usaha lembaga keuangan, pertambangan, angkutan barang. OSS hanya 

menerbitkan NIB dari perusahaan-perusahaan tersebut, akan tetapi 
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pengurusan Izin Usaha juga wajb dilaksanakan di kementerian atau lembaga 

yang terkait.174 

2. Solusi Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Masalah Pengurusan 

Perizinan Usaha Setelah Berlakunya OSS 

OSS yang pelaksanaanya diatur dalam PP No. 24 Tahun 2018, 

merupakan upaya pemerintah dalam menyederhanakan perizinan berusaha 

dan menciptakan model pelayanan perizinan terintegrasi, cepat dan murah, 

serta memberi kepastian. Sistem OSS, izin berusaha akan didapat oleh pelaku 

usaha dalam waktu kurang dari satu jam, namun masih ada masalah yang 

ditemukan dilapangan sehingga perlu dilakukan upaya-upaya yang dapat 

mengatasi masalah pengurusan perizinan tersebut. 

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi masalah pengurusan 

perizinan usaha setelah berlakunya OSS, segala permasalahan maupun 

kendala dalam pengurusan perizinan berusaha sebelum berlakunya OSS 

tentunya sudah dijawab dan diselesaikan oleh Pemerintah dengan 

menghadirkan sebuah sistem yang bersifat online atau daring (dalam 

jaringan) dalam melakukan pendaftaran perizinan berusaha yaitu sistem OSS, 

sehingga dapat mengatasi hal-hal yang menunda percepatan berusaha dengan 

memangkas birokrasi, jangka waktu pengurusan  dan  mencegah  

kemungkinan  terjadinya  praktik  korupsi  dalam pengurusan perzinan 

berusaha. Untuk itu sistem OSS layak diberi apresiasi dan dijaga bersama 

kelangsungannya, agar dapat memberikan pelayanan terus menerus kepada 

masyarakat terutama pengusaha perseroangan maupun non perseorangan.175 
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Berlakunya sistem OSS dalam hal pendaftaran pengurusan perizinan 

berusaha secara daring (dalam jaringan) bukan berarti tidak adanya masalah 

dalam pelaksanannya. Penyelesaian komitmen untuk mendapatkan Izin 

Usaha yang berlaku efektif (apabilan Izin Usaha yang belum berlaku efektif) 

juga perlu dilaksanakan secara tatap ke kementerian atau lembaga terkait 

serta memerlukan jangka waktu pengurusan yang tidak pasti. Untuk itu 

sistem OSS perlu dilakukan pengembangan atau penyegaran secara terus 

menerus agar kegiatan tatap, muka semaksimal mungkin dapat dihindari dan 

berfokus pada kegiatan secara daring (dalam jaringan), sehingga segala 

proses pemenuhan komitmen dapat disampaikan ke kementerian atau 

lembaga terkait melalui sistem OSS secara daring (dalam jaringan) secara 

keseluruhan, terlebih situasi pandemi yang saat ini masih menyebar dengan 

sangat masif secara nasional maupun internasional . Mengingat sejak awal 

peluncuran sistem OSS pada tahun 2018 dengan menggunakan sistem 1.0 dan 

sejak awal tahun 2022 sudah dilakukan perkembangan ke sistem OSS 1.1 

dengan migrasi seluruh data-data yang terdaftar.  

Kementerian atau lembaga terkait perlu mengembangkan sistem OSS 

agar dapat dijangkau untuk segala persoalan dan memastikan hanya 

dilakukan melalui sistem OSS, sehingga memberikan kepastian dan 

kepercayaan kepada masyarakat khusunya para pengusaha baik perseorangan 

maupun non perseorangan.176 
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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang diuraikan dalam 

pembahasan sebelumnya, sehingga dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian 

ini, antara lain: 

1. Pengaturan tentang izin usaha online single submission perizinan 

berusaha secara elektronik yang diatur dalam PP No. 24 tahun 2018 

wajib dilakukan melalui Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, 

pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota. Ketentuan 

tersebut tidak menghilangkan tanggung jawab BKPM 

mengoordinasikan dan melaksanakan PTSP. Dengan sistem OSS, 

perizinan berusaha akan berubah melalui satu kantor dan secara 

online. Sistem tersebut akan terintegrasi dan melengkapi sistem 

PTSP. Perizinan berusaha pada sistem OSS mengharuskan pelaku 

usaha atau investor mengajukan permohonan perizinan berusaha 

hanya ke PTSP. Seluruh data perizinan berusaha yang ditujukan 

kepada kementerian/lembaga/pemerintah berada dalam 1 (satu) 

sistem OSS, sehingga investor tidak perlu melakukan registrasi ulang 

saat mengurus perizinan lain. 

2. Tanggung jawab notaris dalam pengurusan izin usaha melalui online 
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single submission menurut peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Notaris tidak memiliki tanggung jawab dalam menjalankan 

OSS, hal ini dikarenakan sistem OSS bisa dijalankan oleh setiap 

orang yang ingin mendaftarkan badan usaha. Namun tanggung jawab 

notaris dalam pengisian data izin usaha terintegrasi secara elektronik 

merupakan tanggung jawab yang diperoleh melalui pemberian kuasa oleh 

pelaku usaha. 

3. Mekanisme pengurusan perizinan usaha setelah berlakunya OSS, 

pengusaha dapat mengakses dengan sendiri terhadap pendaftaran 

perizinan berusaha, pengusaha memangkas waktu dan birokrasi serta 

mendukung program pemerintah yaitu percepatan berusaha. 

 

B. Saran 

 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat dikemukakan 

 

adalah: 

 

1. Kepada pembuat undang-undang, agar diberikan tanggung jawab 

kepada notaris dan bekerjasama beberapa lembaga dan organisasi 

yang berhubungan langsung didalam penggunaan OSS seperti Ikatan 

Notaris Indonesia (INI) agar lebih memaksimalkan sosialisasi terkait 

mengenai OSS. 

2. Pengemban profesi notaris harus melaksanakan tugas jabatannya 

sesuai dengan kaidah hukum dan kaidah moral yang berlaku baginya, 

tidak bekerja melampaui tanggung jawabnya, dan senantiasa 
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bersikap waspada dalam menjalankan tanggung jawabnya dan 

batasan pertanggung jawaban dari notaris 

3. Bagi pelaku usaha yang perizinannya tersistem OSS namun belum 

memenuhi komitmen terkait sebagai syarat kelengkapan, maka 

terus dilakukan pemantauan dan peringatan langsung agar segera 

diselesaikan sesuai peraturan yang berlaku, sebaliknya pihak 

pemangku pelaksana kebijakan OSS melakukan tugasnya sesuai 

dengan SOP yang telah ditetapkan agar kebijakan dapat mencapai 

tujuannya, karena masih dijumpai beberapa penyimpangan 

prosedur pengajuan perizinan berusaha. 
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